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ABSTRAK 
Nurul Wahida Safitri (E21112902), Penerapan E-Government di Pusat 
Pelayanan informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang, xv +103 
Halaman +12 Gambar +3 Tabel +15 Pustaka (2003-2013) +4 Lampiran 
 
E-Government merupakan bentuk implementasi pelayanan publik 
yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagai media 
informasi dan sarana komunikasi interaktif antara Pemerintah dengan 
pihak-pihak lain baik kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun antar 
sesama lembaga pemerintahan. Implementasi E-Government dalam 
penerapannya dimulai dari bentuk layanan yang sederhana yaitu 
penyediaan data dan informasi berbasis komputer tentang pelaksanaan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bentuk wujud 
keterbukaan (transparancy) dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
Pemerintah Kabupaten Pinrang menghadirkan PINDU sebagai wadah bagi 
masyarakat agar dapat dengan mudah menjangkau dan memperoleh 
informasi yang dibutuhkan, serta berpartisipasi untuk mendorong 
peningkatan kualitas pelayanan public dengan menerapkan sistem 
berbasis on-line dan didukung perangkat  teknologi  modern. Kepentingan 
warga masyarakat pinrang akan disediakan dan dilayani dengan baik 
dengan cara yang sederhana, mudah dan efektif.  
Maka unit analisis pada penelitian kali ini yakni penerapan E-
Government di Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kabupaten 
Pinrang. Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, 
observasi, dan dokumen yang terkait dengan penelitian.  
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan E-Government di 
Pusat Pelayanan informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang sudah 
cukup baik. Hal ini diukur berdasarkan indikator pengukuran aspek-aspek 
dalam mewujudkan E-Government menurut Rianto dan Tri Lestari.   
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ABSTRACT 
Nurul Wahida Safitri (E21112902), The Implementation of E-
Government at the Center for Information Services and Complaints 
Pinrang, xv + 103 pages + 12 Image + 3 Table + 15 Library (2003-2013) 
+ 4 Attachment 
 
E-Government is an implementation of public services based on 
information technology and communication, as media information and 
interactive means of communication between the Government and other 
parties both community groups, businesses and government agencies 
among others. Implementation of E-Government in its application starts 
from the simple form of service is the provision of data and information on 
the implementation of computer-based governance and development as an 
embodiment of the disclosure (Transparency) in the implementation of 
public services. Government Pinrang presenting PINDU as a place for 
people to be able to easily reach and obtain the information needed, as 
well as participating to encourage the improvement of quality of public 
services by implementing on-line based system and modern technology 
supported devices. Pinrang interests of citizens will be provided and served 
well with a simple, easy and effective.  
 
Then the unit of analysis in the present study the implementation of 
E-Government at the Center for Information Services and Complaints 
Pinrang. This type of research used by the authors in this research is 
descriptive qualitative. Data collection technique were interview, 
observation, and documents related to the study.  
 
The results of this study explained that the implementation of E-
Government at the Centre Services and Complaints Pinrang information is 
good enough. It is measured by indicators measuring aspects in realizing 
the E-Government according Rianto and Tri Lestari. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1 Latar Belakang 
Penerapan E-Government merupakan topik yang sangat menarik untuk 
dikaji pada kondisi sekarang ini. Olehnya itu pemerintah Kab.Pinrang melahirkan 
sebuah kebijakan yaitu peraturan Bupati Pinrang Nomor 25 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) Pemerintah 
Kabupaten Pinrang. PINDU merupakan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah 
kabupaten Pinrang dalam rangka meningkatkan praktek demokrasi dalam 
pemerintahan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam pengawasan program pembangunan, peningkatan kinerja 
pemerintah dan pelayanan bagi publik.Kehadiran PINDU ini berfungsi sebagai 
wadah bagi masyarakat agar dapat dengan mudah menjangkau dan memperoleh 
informasi yang dibutuhkan, serta berpartisipasi untuk mendorong peningkatan 
kualitas pelayanan publik pada semua aspek pembangunan dengan cara 
menyampaikan atau melaporkan kurang baik dan tidak efektifitasnya pelayanan 
oleh pegawai atau pejabat SKPD atau unit Kerja Pemerintah Kabupaten 
Pinrang.Dengan menerapkan sistem berbasis on-line dan didukung perangkat  
teknologi  modern. Kepentingan warga masyarakat pinrang akan disediakan dan 
dilayani dengan baik dengan cara yang sederhana, mudah dan efektif. 
E-Government merupakan bentuk implementasi pelayanan publik yang 
berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagai media informasi dan sarana 
komunikasi interaktif antara Pemerintah dengan pihak-pihak lain baik kelompok 
masyarakat, kalangan bisnis maupun antar sesama lembaga pemerintahan. 
Implementasi E-Government dalam penerapannya dimulai dari bentuk layanan 
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yang sederhana yaitu penyediaan informasi dan data-data berbasis komputer 
tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai 
bentuk wujud keterbukaan (transparancy) dalam pelaksanaan pelayanan publik.  
Bentuk layanan sederhana lainnya, E-Government dapat dimanfaatkan 
sebagai sarana komunikasi baik intern di kalangan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) maupun komunikasi interaktif dengan masyarakat melalui media 
e-mail, chatting atau teleconperence. Kemajuan teknologi informasi memberikan 
manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Tentunya 
dalam dunia yang sudah mengglobal ini, kemajuan teknologi diperlukan dan 
dimanfaatkan dalam segala bidang. Salah satu bidang yang terkena sentuhan 
teknologi informasi adalah pelayanan pemerintah kepada publik.  
Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik 
Indonesia No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sebagai salah 
satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam memberikan kewajiban 
kepada setiap setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon 
informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali beberapa informasi 
tertentu.undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak warga Negara untuk 
mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik dan mendorong partisipasi 
masyarakat dalam proses kebijakan publik, serta mewujudkan penyelenggaraan 
Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Sistem manajemen pemerintah selama ini merupakan sistem hirarki 
kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan panjang. Untuk 
memuaskan kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam di masa 
mendatang harus dikembangkan sistem manajemen modern dengan organisasi 
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berjaringan sehingga dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta 
memperluas rentang kendali. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk 
mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah 
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut E-
Government. 
Pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan INPRES no. 3 tahun 2003 
sebagai upaya lanjutan untuk mendukung penerapan E-Government dalam rangka 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan 
informasi dan menciptakan good governance. Secara ringkas tujuan E-
Government adalah untuk membentuk jaringan komunikasi diantara masyarakat, 
swasta, dan pemerintah lainnya yang dapat memperlancar interaksi, transaksi, 
dan layanan.  
 Rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur menjadi 
citra buruk pemerintah di tengah masyarakat. Bagi masyarakat yang pernah 
berurusan dengan birokrasi tentu pernah mengeluhkan dan kecewa terhadap tidak 
layaknya aparatur dalam memberikan pelayanan. Hal di atas akan memunculkan 
bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu pelayanan yang diberikan oleh 
pemerintah. Bentuk ketidakpuasan masyarakat tersebut sering dijumpai pada 
setiap daerah maupun kota, salah satunya adalah keluhan yang ditujukan pada 
pemerintah Kabupaten Pinrang. Berbagai macam permasalahan mengenai 
pelayanan publik, seperti pelayanan perijinan, permasalahan pembangunan, 
masih sering terjadi dilingkungan wilayah Kabupaten Pinrang. Seiring dengan 
kondisi tersebut masyarakat juga kesulitan dalam hal penyampaian pengaduan 
atau aspirasinya yang berupa kritik dan saran terhadap instansi yang 
bersangkutan. Setiap warga masyarakat dijamin haknya oleh Undang-Undang 
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untuk mendapatkan informasi dan pelayanan terbaik. Ketersediaan informasi akan 
membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada semua 
tingkatan mulai dari pedesaan hingga perkotaan, sehingga melahirkan SDM yang 
berwawasan baik, produktif dan kompetitif. Pelayanan terbaik bagi publik akan 
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih dan 
kondusif  khususnya dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi warga masyarakat, 
pembangunan sarana dan prasaran transportasi, sanitasi dan kesehatan, 
pendidikan, energi, pariwisata, serta administrasi dan kependudukan. 
penelitian sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh Khazanah Umi 
Uswatul dan Eva Hany Fanida telah melakukan penelitian serupa pada tahun 2012 
yang berjudul “Penerapan E-Government Melalui Pusat Pelayanan Pengaduan 
Masyarakat (P3M) di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian tersebut 
memiliki kesamaan fokus penelitian dengan penelitian ini, yakni menganalisis 
penerapan E-Government pada program layanan pengaduan berbasis elektronik. 
Namun terdapat beberapa perbedaan antara kedua program P3M dengan PINDU, 
salah perbedaan yang paling mendasar adalahShort Message Service (SMS). 
Belum diterapkannnya media pengaduan melalui SMS menjadi permasalahan 
mendasar dalam penerapan P3M sehingga menyebabkan P3M sulit dijangkau 
oleh masyarakat dan tawaran solusi yang kemudian direkomendasi dalam 
penelitian tersebut ialah penyediaan layanan pengaduan melalui SMS. Berbeda 
dengan PINDU yang telah menerapkan pengaduan melalui SMS. Namun pada 
kenyataannya masih sangat banyak banyak masyarakat yang belum memahami 
mekanisme dan prosedural penggunaan PINDU. Hal tersebut  juga yang menjadi 
salah satu perbedaan antara penelitian P3M dengan riset yang penulis lakukan. 
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Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ainun Azwaria pada tahun 2013 
yang berjudul Penerapan E-Government Di Kantor Sekretariat Kota Makasar. 
Sebagaimana Kantor Sekretariat Daerah Kota Makassar merupakan pusat arus 
informasi dan publikasi di lingkup Kota Makassar.Pada penelitian ini 
permasalahannya adalah masih kurangnya tenaga ahli dalam bidang TIK dan 
upaya penerapan E-Government ini masih diterapkan sendiri-sendiri oleh institusi 
atau SKPD yang ada di lingkup Kota Makassar. Penelitian tersebut menggunakan 
pendekatan penelitian kualitatif. Hal yang membedakan dengan penelitian yang 
akan penulis lakukan yakni penelitian yang mengambil lokasi penelitian di Pusat 
Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang yang melayani 
masyarakat dengan berbasis online dan melibatkan SKPD yang terkait terhadap 
pengaduan masyarakat dengan menggunakan online. 
Liputo Siti mutia nurcahyani pada tahun 2015, telah melakukan penelitian 
serupa, yakni mengenai penerapan E-Government Kelurahan Di Kantor Kelurahan 
Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Penelitian tersebut 
berfokus pada efektivitas penerapan E-Government kelurahan yang menangani 
tentang pencatatan dan pendataan administrasi untuk surat rujukan, surat 
keterangan, Surat pengantar, dan lain sebagainya dapat dibuat secara elektronik 
yang datanya tersimpan dengan aman dan lengkap di server Telkom. Berbeda 
dengan PINDU yang  merupakan program yang menangani tentang pelayanan 
informasi dan pengaduan yang berbasis teknologi informasi melalui website, SMS, 
call center, dan kunjungan langsung. Jika Liputo dalam lokus penelitiannya hanya 
mencakup tingkatan kelurahan, maka cakupan lokus pada karya ilmiah ini lebih 
luas karena menganalisis penerapan E-Government pada tingkatan kabupaten. 
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Perbedaan bentuk layanan dan cakupan lokus penelitian menjadi kebaruan dalam 
karya ilmiah ini. 
Dengan menerapkan sistem berbasis on-line dan didukung perangkat  
teknologi  modern. Kepentingan warga masyarakat pinrang akan disediakan dan 
dilayani dengan baik dengan cara yang sederhana, mudah dan efektif. Namun 
dilihat dengan perkembangan PINDU yang telah menerapkan sistem berbasis 
online diketahui respon Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap aduan 
dari masyarakat tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah 
Kabupaten Pinrang, yang mewajibkan SKPD untuk memberikan jawaban/respon 
atas pengaduan masyarakat dalam waktu tidak lebih dari dua hari kerja terhitung 
sejak tanggal pengaduan didistribusikan (PINDU Pinrang terima 77 aduan 
masyarakat, sahabatnews.com, 19/1/2015) dan masalah selanjutnya ialah 
kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa masih ada masyarakat Kabupaten 
Pinrang yang masih belum mengetahui mekanisme dan alur kerja serta  sama 
sekali tidak mengetahui keberadaan program pelayanan elektronik ini.  
Uraian permasalahan diatas mendorong peneliti untuk menyusun sebuah 
program penelitian yang berjudul “Penerapan E-Goverment di Pusat Pelayanan 
Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang”.  
I.2 Rumusan Masalah 
Pemerintah kabupaten pinrang berupaya mendekatkan warga masyarakat 
dengan sumber informasi serta mendapatkan pelayanan yang terbaik dengan 
membangun Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan yang disingkat PINDU. 
Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) kabupaten Pinrang 
ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Pinrang Nomor 25 Tahun 2014 tentang 
7 
 
Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) Pemerintah 
Kabupaten Pinrang. PINDU Kehadiran PINDU ini diharapakan agar warga 
masyarakat dapat dengan mudah menjangkau dan memperoleh informasi yang 
dibutuhkan, serta berpartisipasi untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan 
publik pada semua aspek pembngunan dengan cara menyampaikan atau 
melaporkan kurang baik dan tidak efektifitasnya pelayanan oleh pegawai atau 
pejabat SKPD atau unit Kerja Pemerintah Kabupaten Pinrang. 
Kenyataaan  dilapangan respon Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
terhadap aduan dari masyarakat tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan 
oleh pemerintah Kabupaten Pinrang, yang mewajibkan SKPD untuk memberikan 
jawaban/respon atas pengaduan masyarakat dalam waktu tidak lebih dari dua hari 
kerja terhitung sejak tanggal pengaduan didistribusikan (PINDU Pinrang terima 77 
aduan masyarakat, sahabatnews.com, 19/1/2015) dan masalah selanjutnya ialah 
kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa masih ada masyarakat Kabupaten 
Pinrang yang masih belum mengetahui mekanisme dan alur kerja serta  sama 
sekali tidak mengetahui keberadaan program pelayanan elektronik ini.  
 
 
 
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan 
adalah ; 
1. Bagaimana penerapan E-Government di Pusat Pelayanan Informasi dan 
Pengaduan Kabupaten Pinrang ? 
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2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam penerapan E-Government 
di Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang ? 
I.3 Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah : 
1. Menjelaskan bagaimana penerapan E-Government di PusatPelayanan 
Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang. 
2. Menjelaskan faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam 
penerapan E-Government di Pusat Pelayanan Informasi dan 
Pengaduan Kabupaten Pinrang. 
I.4 Manfaat Penelitian  
Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :  
1. Manfaat Akademik  
Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari 
penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan teori-teori 
yang didapat selama perkuliahaan dalam pembahasan masalah mengenai 
bagaimana penerapan E-Government di Pusat Pelayanan Informasi dan 
Pengaduan Kabupaten Pinrang. 
 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi 
pemerintah Kabupaten Pinrang agar lebih maksimal dalam menerapkan 
dan mengembangkan E-Government di Pusat Pelayanan Informasi dan 
Pengaduan Kabupaten Pinrang. 
3. Manfaat Teknis  
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Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tambahan di bidang 
ilmu administrasi khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 
bagaimana penerapan E-Government di Pusat Pelayanan Informasi dan 
Pengaduan Kabupaten Pinrang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
II. 1 Konsep Sistem Informasi Manajemen 
II. 1. 1 Pengertian SIM 
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Informasi merupakan hasil data yang telah diolah menjadi bentuk yang 
lebih penting bagi pengguna dan lebih bermanfaat dalam mengambil keputusan. 
Sifat-sifat informasi adalah sebagaiberikut : 
1. Informasi harus berkualitas dan akurat bebas dari kesalahan karena 
sumber informasi yang sampaike pengguna informasi kemungkinan 
besar banyak gangguan yang dapat merusak informasi. 
2. Tepat pada waktunya, berarti sampai informasi harus tepat waktu tidak 
boleh terlambat sebabinformasi yang usang tidak ada artinya lagi. 
3. Informasi harus relevan sehingga informasi tersebut mempunyai nilai 
atau manfaat untukpenggunanya. 
4. Informasi harus jelas, nilai informasi yang disajikan bisa dibaca dan 
dipahami dengan baik. 
5. Informasi harus lengkap, yaitu nilai informasi yang disajikan kepada 
user tersedia dengan lengkap. 
“Sistem informasi adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama 
lain yangmembentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan 
menyimpan sertamendistribusikan informasi”. 
 Pada umumnya, apabila orang membicarakan sistem informasi 
manajemen, yang tergambar adalah suatu sistem yang diciptakan untuk 
melaksanakan pengelolaan data yang akan dimanfaatkan oleh suatu organisasi. 
Pemanfaatan data disini dapat berarti penunjang pada tugas-tugas rutin, evaluasi 
pada prestasi organisasi. Kini kalau organg mendengar istilah sistem informasi 
manajemen, biasanya mereka juga membayangkan suatu sistem komputer.  
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Robert G. Murdick dan Joel E. Ross dalam bukunya yang berjudul “Sistem  
Informasi untuk Manajemen Modern”(terjemahan) mendefinisikan SIM sebagai 
berikut: 
“SIM” adalah proses komunikasi dimana informasi `masukan (input) 
direkam, disimpan, dan diproses untuk menghasilkan outputyang berupa 
keputusan tentang perencanaan, pengoprasian, dan pengawasan. 
Joseph F. Kelly dalam bukunya “Computerized Management Information System” 
mendefinisikan SIM sebagai berikut: 
“SIM” adalah perpaduan sumber daya manusia dan sumber daya yang 
berbasis komputer yang menghasilkan kumpulan penyimpanan, 
komunikasi, dan penggunaan data untuk tujuan operasional manajemen 
yang efisien serta perencanaan bisnis. 
Gordon B. Davis dalam bukunya yang berjudul “Management Information System: 
Conceptual Foundation,Structure and Development” mendefinisikan SIM sebagai 
berikut : 
“SIM” adalah sistem manusia/mesin yangterpadu guna menyajikan 
informasi untuk mendukungfungsi operasi, manajemen dan pengambilan 
keputusan didalam suatu organisasi. 
Drs. Soetedjo Moeljodihardjo dalam bukunya: ”Management Information System” 
mendefinisikan SIM sebagai berikut: 
“SIM” adalah suatu metode untuk menghasilkan informasi yangtepat waktu 
bagi manajemen tentanglingkungan luarorganisasi dan kegiatan operasi 
didalam organisasi, dengan tujuan untuk menunjang proses pengambilan 
keputusan serta memperbaiki proses perencanaan dan pengawasan. 
II. 1. 2 Perkembangan SIM 
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 Pada pertengahan 1960-an sebagian besar perusahaan besar akhirnya 
mengatasi kesulitan penerapan computer mereka. Hal itu merupakan tugas yang 
sangat sulit karena organisasi-organisasi tersebut telah mengumpulkan volume 
data yang sangat banyak selama bertahun-tahun dan diperlukan banyak usaha 
untuk menempatkan data dalam bentuk yang dapat diterimah oleh komputer. 
Pengetahuan tentang computer diperusahaan pada waktu itu terbatas pada 
sejumlah kecil specialis informasi dan para specialis itu tidak memilik pengalaman 
nyata dalam mengarahkan melalui langkah-langkah dari siklus system. 
Pencapaian berlangsung lambat dengan menggunakan metode “Trial and Eror”. 
Bangkitnya perusahaan-perusahaan besar pada akhir abad ke-18 
menciptakan kebutuhan sebuah system informasi yang lebih besar dan rumit 
daripada system yang dirancang untuk perusahaan yang agak kecil yang masih 
ada pada masa itu. Pada mulanya upaya pengendalian manajerial berpusat pada 
akuntansi biaya dan penganggaran sederhana akan tetapi, pergeseran menuju 
pengaggaran dan pengendalian biaya bisnis berkembang pesat dalam dasawarsa 
1920-an dan 1930-an perhitungan biaya sederhana dalam awal 1900-an sering 
lemah dalam membantu mengambil keputusan manajemen. Dasawarsa 1930-an 
dan 1940-an meliputi karya teoritis sehubungan dengan biaya bagi pengambilan 
keputusan dan penerapan model pengambilan keputusan . kebanyakan karya ini 
berasal dari bidang ekonomi mikro ( ekonomi perusahaan atau ekonomi manajerial 
). Akan tetapi, akuntan si manajerial perkembangan konsepsi ini dapat diterapkan 
kedalam organisasi . hasilnya menimbulkan perubahan dalam bentuk analisis 
biaya dan metode pelaporan yang lebih baik. Apabila organisasi berkembang 
manajer mempekerjakan staf bawahannya untuk mengisi bermacam- macam 
bagian atau departemen didalam organisasi yang bersangkutan. Dengan 
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timbulnya kebutuhan koordinasi dan komunikasi, bahan-bahan yang semula 
dipesan hanya oleh pengusaha atau menejer, sekarang mungkin dilakukan oleh 
seorang bawahan. Alah seorang manajer atau supervisior dapat membuat 
perjanjian dengan langganannya lalai atau lupa memberitahukan hal tersebut 
kepada bagian lain atau pengusaha sendiri. jelaslah kiranya bahwa organisasi 
membutuhkan system informasi yang cermat dan tepat waktu. System informasi 
manajemen hendaknya terus menerus di periksa untuk menjamin system tersebut.  
Berorientasi pada pemakai, hal ini berarti bahwa informasi yang memadai 
harus diberikan kepada semua tingkatan manajemen, informasi yang berlebihan 
harus dihindari, dan pemakai tidk dipaksa untuk memelihara sistem paralelnya 
sendiri guna memahami informasi yang diberikan kepadanya, selama penggunaan 
sistem baru, pegawai harus mengetahui  bahwa beban yang besar diberikan 
kepda manajer operasi yang harus memelihara sistem lama kesistem yang baru, 
serta untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan sistem yang baru tersebut. 
SIM harus terus menerus dipelihara dan dijaga untuk menjamin  sistem 
tersebut dan dijaga untuk menjamin sistem tersebut, dapat menyediakan informasi 
yang penting bagi pemakaiannya atau user itu sendiri. Gagasan sebuah informasi 
untuk mendukung manajemen dan pengambilan keputusan telah ada sebelum 
dipakainya komputer, yang memperluas kemampuan organisasi untuk 
menerapkan sistem semacam itu perluasan kemampuan tersebut sedemikian 
menyolok sehingga SIM mejadi sesuatu yang baru. Banyak gagasan yang 
merupakan bagian SIM, yang berkembang dan berevolusi dari bagian ilmu 
pengetahuan lain. Ada 4 bidang pokok konsep dan perkembangan sistem yang 
sangat penting dalam melacak asal mula konsep SIM.  
14 
 
 Akuntansi manajerial 
 Ilmu pengetahuan manajemen  
 Teori manajemen  
 Pengolahan komputer 
Konsep SIM dapat dipandang sebagai suatu perluasan secara mendasar 
dari akuntansi manajerial dengan mengikutsertakan gagasan dan teknik ilmu 
manajemin serta teori  perilaku tentang manajemen dan pengambilan keputusan. 
Kemampuan komputer telah membantu perkembangan konsep SIM karena 
perangkat keras dan perangkat lunak telah membuka dimensi baru yang 
digunakan dalam konseptualisasi sistem informasi bagi sebuah organisasi. Sistem 
informasi organisasi yang dimaksud untuk digunakan oleh eksekutif perusahaan 
baru berkembang. Sebagai permulaan memang terlambat, hal ini disebabkan oleh 
kegiatan eksekutif yang tidak terstruktur dengan baik sehingga para spesialis 
informasi lebih sukar memahami pemecahan keputusan ditingkat eksekutif 
daripada ditingkat manajemen yang lebih bawah. Lambat laun penggunaan 
komputer bergerak merambat naik dan sekarang mendapat perhatian dari para 
eksekutif. Sistem informasi eksekutif sekarang merupakan salah satu area 
komputasi bisnis yang sedang marak di bicarakan. Sistem informasi eksekutif 
(EIS) merupakan suatu sistem yang khusus dirancang bagi manajer pada tingkat 
perencanaan strategis. 
II.2 Konsep E-Government 
II.2.1 PengertianE-Government 
E-Government menjadi sangat popular sejalan dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technologi – 
ICT). Berbagai Negara di belahan dunia berlomba mengimplementasikan E-
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Government dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi social politik serta 
geografisnya masing-masing, yang tujuan akhirnya diharapkan meningkatkan 
kualitas kinerja pemerintahan terutama dalam lingkup pelayanan masyarakat 
sehingga dapat bermanfaat bagi segenap warga negaranya.Di Indonesia, hingga 
awal dekade 21 perkembangan E-Governnmet masih dalam tahap pengenalan 
(indtroduction). Hal ini ditunjukkan dengan mulai diperkenalkannya penggunaan 
teknologi informasi dalam mendukung perbaikan internal dan juga pelayanan 
masyarakat.  
 E-Government merupakan kependekan dari Eletronic Government,atau 
adayang menyebutnya dengan E-Gov. Electronic Government adalah salah satu 
bentuk atau model sistem pemerintah yang berlandaskan pada kekuatan teknologi 
digital,dimana semua pekerjaan administrasi,pelayanan terhadap 
masyarakat,pengawasan danpengendalian sumber daya milik organisasi yang 
bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan 
dalam satu sistem. 
  
(Gatti, 2002), mendefinisikan E-Government sebagai modernisasi 
"administrasinegara" dengan menggunakan teknologi komputer. Abramson dan 
Sarana, (2001) mendefinisikan E-Government sebagai informasi pemerintah digital 
atau cara menarik dalam transaksi digital dengan masyarakat(warga dan bisnis) 
dan karyawan. Sedangkan Durrant (2002) mendefinisikan E-Government sebagai 
"komitmen permanen oleh pemerintah untuk meningkatkan hubungan antara 
warga negara swasta dan sektor publik melalui peningkatan, hemat biaya dan 
pengiriman efisien layanan, informasi dan pengetahuan ". 
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E-Government is defined by the Organisation for Economic 
Cooperationand Development (OECD) (2003) as the use of ICTs, and 
particularlytheInternet, as a tool to achieve better government. At present,E-
Government may refer to narrower or broader areas: in one, it isdefined as online 
service delivery; and in the other, it entails the capacityto transform public 
administration using ICTs to introduce the conceptof e-governance. (E-
Government didefinisikan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomidan 
Pembangunan (OECD) (2003) sebagai penggunaan TIK, dan khususnyaInternet, 
sebagai alat untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik. Pada masa kini,E-
Government dapat merujuk ke daerah sempit atau lebih luas: di satu, itu 
adalahdidefinisikan sebagai pemberian layanan online; dan di sisi lain, itu 
memerlukan kapasitasuntuk mengubah administrasi publik menggunakan TIK 
untuk memperkenalkan konsepe-governance). 
 E-Government merupakan perkembangan baru  dalam rangka peningkatan 
layanan publik  yangberbasis padapemanfaatan teknologi informasidan 
komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif 
dan efisien.“E-Government is the use of information and communication 
technology (ICT) to promote more efficient and cost-effective government, more 
convenient government services, greater public access to information, and more 
government accountability to citizens”.(E-Government adalah penggunaan 
teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan lebih efisien dan 
pelayanan pemerintah lebih nyaman, akses publik yang lebih besar untuk 
informasi, dan akuntabilitas pemerintah yang lebih untuk warga pemerintah hemat 
biaya) 
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Dalam Inpres No 3 tahun 2003 E-Governmentadalah sebagai berikut: “E-
Government adalah penyelenggraan kepemerintahan berbasis elektronik untuk 
meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif,dan interkatif”. 
Menurut Indrajit (2002): “Bahwa E-Government merupakan suatu mekanisme 
interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang 
berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama 
internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan”. 
Sementara itu, Vendor perangkatlunak terkemuka semacam SAP memiliki definisi 
yang cukup unik, yaitu: 
 “E-Government is a global reform movement to promote internet use by 
government agencies and everyone who deals with them” (Indrajit. 2006 : 2).(E-
Government adalah gerakan reformasi global untuk mempromosikan penggunaan 
internet oleh instansi pemerintah dan semua orang yang berhubungan dengan 
mereka). 
E-Government adalah tentang penyampaian informasi pemerintah dan 
penyelenggaraan pelayanan secara online melalui internet atau alat digital lainnya. 
E-Government didefinisikan sebagai “Kegunaan Teknologi Informasi untuk 
memberikan/menyajikan pelayanan kepada publik dengan lebih nyaman, 
berorientasi pada konsumen, mengefektifkan biaya, dan secara keseluruhan 
merupakan cara yang lebih baik dari sebelumnya (Holmes 2000). Sedangkan 
penulis lain (Fang, 2002; Seifert and Bonham, 2004) mendefinikan E-Government 
merupakan sebuah cara bagaimana pemerintah menggunakan teknologi informasi 
khususnya aplikasi internet berbasis web, untuk menyediakan akses yang mudah 
terhadap informasi pemerintah dan menyediakan pelayanan publik, juga untuk 
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meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, serta melakukan transformasi 
hubungan antara pejabat publik dengan penduduk dan juga bisnis. 
SedangkanE-Government menurutThe World Bank Group: 
 “E-Government refers to the use bygovernment agencies of information 
technologies (such  as Wide Area Network, the internetandmobile computing)that 
have ability to transform relations with citizens, busisness, another arm 
government (Dalam Indrajit). Dimana padaintinya E-Government adalah 
penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara 
pemerintah  dan pihak-pihak lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi lain). 
Istilah "e-government" adalah istilah yang komprehensif yang kadang-
kadang disebut sebagai "on-line pemerintah" atau "pemerintah berbasis internet." 
Dawes (2002) memberi kita rasa multidimensionalitas istilah ketika dia 
menyatakan bahwa adalah "... penggunaan teknologi internet untuk mendukung 
operasi pemerintah, melibatkan warga, dan menyediakan layanan pemerintah" 
 E-Government dapat dipahami sebagai pengguna teknologi berdasarkan 
web (jaringan), komunikasi  internet, dan dalam beberapa kasus,merupakan 
aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses ke 
dan dari pemberian layanan dan informasi pemerintah lain, baik instansional 
maupun antar negara.selain itu juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan 
kinerja dan proses pelaksanaan layanan dan tugaspokok dan fungsinya. Dari 
rumusan pengertian tersebut bahwa E-Government merupakan pemanfaatan dan 
pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mencapai 
tujuan, yakni; (a) meningkatkan efisiensi dan cost-efectiveness dari pemerintahan; 
(b) memberikan  berbagai jasapelayanan kepada masyarakat secara lebih baik; (c) 
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memberikan akses informasi kepada public secara luas; (d) menjadikan 
penyelenggaraan pemerintah lebih bertanggung jawab (accountable) dan 
transparansi kepada masyarakat.  
II.2.2 Tujuan dan Manfaat E-Government 
 Ada empat hal yang menjadi peran dan diterapkannya E-Government, 
menurutAnwar (2003) yaitu: 
1. Terciptanya hubungan secaraE-Government antara pemerintah dan 
masyarakat sehingga dapat mengakses berbagai informasi dan layanan 
dari pemerintah, 
2. Melaksanakan perbaikan dan meningkatkan pelayanan masyarakat kearah 
yang lebih baik. 
3. Menunjang good governance dan kerbukaan, 
4. Meningkatkan pendapatan asli daerah. 
 Al Gore dan Tony Blair dalam Indrajit (2006 : 5), telah secara jelas dan 
terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan di terapkannya konsep 
E-Government bagi suatu negara, antara lain: 
1) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya 
(masyarakat, kalangan bisnis dan industri) terutama dalam hal kinerja 
efektivitas dan efesiensi diberbagai bidang kehidupan; 
2) Meningkatkan transparansi,kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan 
pemerintah dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance; 
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3) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan transaksi 
yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan 
aktivitas sehari-hari; 
4) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber 
pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang 
berkepentingan; dan 
5) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat 
dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang  dihadapi sejalan 
dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; serta 
6) Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra 
pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara 
merata dan demokratis. 
E-Government memiliki banyak manfaat guna menunjang efektivtias dan 
efisiensi pelayanan publik. Misuraca (2007) menyebutkan bahwa terdapat tiga 
dimensi dalam melihat manfaat dari penerapan E-Government, yaitu dimensi, 
ekonomi, sosial, dan pemerintahan. 
1) Dimensi ekonomi. Dalam hal ekonomi, manfaat E-Government di 
antaranya yaitu mengurangi biaya transaksi untuk kapasistas yang lebih 
baik dengan target pelayanan, peningkatan cakupan dan kualitas 
penyampaian pelayanan, meningkatkan kapasitas respon dalam mengatasi 
permasalahan isu-isu kemiskinan dan meningkatkan pendapatan.  
2) Dimensi sosial. Dalam hal sosial, manfaat E-Government cukup beragam 
mulai dari penciptaan lapangan kerja di sektor ketiga, peningkatan sistem 
pendidikan dan kesehatan, penargetan yang lebih baik atas pelayanan 
pemerintah, peningkatan kapasistas dalam penyediaan keselamatan dan 
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keamanan. Pada banyak kasus manfaat-manfaat ini dapat dievaluasi 
dalam istilah-istilah politik dan dapat dikuantifikasi dalam istilah keuangan. 
3) Dimensi pemerintahan. Dalam hal pemerintahan, manfaat E-Government 
dapat meningkatkan tercapainya good governance dalam hal peningkatan 
keterbukaan, transparansi, akuntabel atau demokratis dibandingkan 
pemerintahan yang konvensional. E-Government juga dapat meningkatkan 
partisipasi masyarakat sehingga dapat mengokohkan sistem demokrasi 
yang ada. 
Manfaat utama dari E-Government seperti yang diidentifikasi oleh Ndou (2004) 
adalah: 
1) Biaya pengurangan dan efisiensi keuntungan (Tapscott, 1996; Amit dan 
Zott 2001; Malhotra, 2001) 
2) Kualitas layanan pengiriman ke bisnis dan pelanggan. 
3) Transparansi, antikorupsi, akuntabilitas 
4) Meningkatkan kapasitas pemerintah 
5) Jaringan dan penciptaan masyarakat 
6) Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan 
7) Promosikan penggunaan ICT di sektor lain dari masyarakat 
II. 2. 3 KlasifikasiE-Government 
 Indrajit (2006), dalam bukunya Electronic Government menjelaskan tipe 
relasi dalam E-Government dapat dibedakan dalam empat tipe sebagai berikut : 
a. Government to Citizens (G-to-C) 
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Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi E-Government yang paling umum, yaitu 
dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio 
teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan  
interaksi dengan masyarakat. Dengan kata lain tujuan utama untuk 
memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata 
lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi E-Governmentbertipe G-to-C 
adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-
kanal akses yang beragam agar masyakatdapatdengan dengan mudah 
menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan 
pelayanan sehari-hari. 
b. Government to Business (G-to-B) 
Salah satu  tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk 
sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah 
negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan  aktifitas 
seharai-hari, entity bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan 
banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping 
itu,yang bersangkutan juga harus berinteraksi  dengan berbagai lembaga 
kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya 
sebagai sebuah entity berorientasi profit.diperlukannya relasi yang baik 
antara pemerintah dengankalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk 
memperlancar parapraktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, 
namun lebihjauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah 
jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta. 
c. Government to Governments (G-to-G) 
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Era globalisasi ini terlihatjelas adanya kebutuhan di negara-negara untuk 
saling berkomunikasi secara lebih intens dari hai ke hari. Kebutuhanuntuk 
berinteraksi antar suatu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya 
tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun 
lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama 
antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri,perusahaan, dan lain-
lain)dalam melakukan hal-halyang berkaitan dengan administrasi 
perdagangan,proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan 
budaya, dan lain sebagainya. 
d. Government to Employees (G-to-E) 
Pada akhirnya aplikasi E-Government juga diperuntukkan untuk 
meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau 
karyawan pemerintahan yang bekerja di sebuah institusi sebagai pelayan 
masyarakat.  
Berdasarkan tingkatan sarana teknologi informasi dan komunikasiyang 
digunakan untuk menyediakan layanan elektronik , Jeffrey W. Seifert (2003), 
mengklasifikasikan menjadi E-Government empat jenis, yakni sebagai berikut : 
a. Presence, yaitu memunculkan website daerah di internet. Dalam tahap ini, 
informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website 
pemerintah 
b. Interaction; yaitu web daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara 
masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini, informasi yang 
ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi e-
mail dalam website pemerintah 
24 
 
c. Transaction; yaitu web daerah selain memiliki fasilitas interaksi juga 
dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah 
d. Transformation; yaitu dalam hal ini pelayanan publik meningkat secara 
terintegrasi. 
Menurut Andrianto (2007) pada tataran implementasi, terdapat tiga 
tingkatan E-Government yang dicerminkan oleh tampilan situs pemerintah sebagai 
berikut : 
a. Booklet (to publish);  
merupakan implementasi E-Governmentyang termudah karena selain 
proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu 
melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Didalam kelas 
publish ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, dimana 
informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses 
oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet. 
Biasanya kanal akses yang dipergunakan adalah komputer atau 
handphone melalui medium internet, dimana alat-alat tersebut dapat 
dipergunakan untuk mengakses situs (website) departemen atau divisi 
terkait dimana kemudian user dapat melakukan browsing (melalui link yang 
ada) terhadap data atau informasi yang dibutuhkan. 
b. Interact;  
Terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang 
berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan. Yang 
pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas 
searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara 
spesifik (pada kelas Publish, user hanya dapat mengikuti link saja). Yang 
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kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat 
melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik 
secara langsung (seperti chatting, tele-conference, web-TV, dan lain 
sebagainya) maupun tidak langsung (melalui email, frequent ask questions, 
newsletter, mailing list, dan lain sebagainya) 
c. Transact,  
Interaksi dua arah seperti pada kelas Interact, hanya saja terjadi sebuah 
transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke 
pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar jasa pelayanan 
yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya). Aplikasi ini jauh lebih 
rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya karena harus adanya sistem 
keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman 
dan hak-hak privacy berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan 
baik. 
II. 3.  Penerapan E-Government 
II.3.1 Penerapan E-Goverment di Indonesia 
Pembahasan mengenai penerapan E-Government bukan berarti hanya 
menerapkan sistem pemerintahan secara elektronik saja atau dengan kata lain 
otomatisasi sistem, melainkan mempunyai pembahasan yang lebih mendalam 
daripada itu.  
Pertama-tama yang harus dilihat adalah bagaimana sistem pemerintahan 
berjalan, sebelum penerapan E-Government, karena untuk menjalankan E-
Government diperlukan suatu sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi dari 
masing-masing lembaga pemerintahan, sehingga dari kesemuanya itu bisa 
didapatkan suatu sistem informasi yang terjalin dengan baik. Karena dengan 
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sistem informasi yang demikian akan memudahkan pemerintah dalam 
menjalankan fungisnya ke masyarakat. Sedangkan untuk mewujudkan sistem 
informasi yang baik, teratur dan sinergi antara lembaga pemerintahan, maka 
sistem informasi dari masing-masing lembaga pemerintahan harus memenuhi 
suatu standar sistem informasi, dimana standar ini meliputi persyaratan minimal 
untuk faktor-faktor dari sistem informasi tersebut. 
Spektrum implementasi aplikasi E-Government sangatlah lebar mengingat 
sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara 
yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi 
dan transaksi.Pengertian dan penerapan E-Government di sebuah negara tidak 
dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari 
negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat sangat ditentukan 
oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara 
yang bersangkutan.  
Dalam pengertian sistem informasi secara umum, maka unsur-unsur yang 
terkandung didalamnya adalah manusia, teknologi, prosedur dan organisasi.  
Kemudian dalam konteks E-Government, maka kita akan berbicara 
mengenai sistem informasi yang berbasiskan komputer, karena untuk mewujudkan 
E-Government tidak ada jalan lain bahwa yang harus dilakukan pertama-tama 
adalah mengotomatisasi semua unsur yang terdapat dalam sistem informasi dan 
untuk memperlancar otomatisasi tersebut maka dipergunakanlah teknologi ICT 
yang dapat mendukung yaitu komputer.  
Sistem informasi yang berbasiskan komputer menggunakan komponen-
komponen berikut ini seperti data, prosedur, manusia, software dan hardware. 
Tetapi sebelum menjalankan sistem informasi yang berbasiskan komputer, 
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sebelumnya yang harus dibenahi adalah sistem informasi yang bukan berbasiskan 
komputer, karena otomatisasi tidak akan mempunyai pengaruh yang signifikan 
apabila sistem informasi yang bukan berbasiskan komputernya belum bagus.  
Dengan demikian tidaklah heran apabila negara yang dapat menjalankan 
E-Government hanyalah negara-negara maju (dalam konteks E-Government 
seutuhnya, bukan semata-mata situs informasi dari pemerintah).Karena untuk 
membereskan sistem informasi dalam satu lembaga pemerintah saja sudah 
sangat sulit apalagi harus tercapainya sinergi dari sistem informai dari lembaga-
lembaga pemerintahan, karena hal ini berkaitan erat dengan faktor budaya, politik 
dan ekonomi suatu negara.  
Tujuan dari penerapan E-Government yang disarikan dari pemahaman 
negara-negara asing yang sudah menerapkan konsep ini, adalah mencapai 
efisiensi, efektifitas dan nilai ekonomis dari praktek layanan pemerintah ke 
masyarakat.Tetapi tujuan ini sebenarnya memiliki pengertian lebih, dimana yang 
diharapkan dari penerapan konsep E-Government adalah restrukturisasi sistem 
pemerintahan yang sudah ada agar hasil yang dicapai dengan menerapkan E-
Government bisa maksimal.Hal ini berarti ada masalah sistem kerja, personil, dan 
budaya kerja yang harus diperhatikan sebelum menerapan E-Government. 
 Ada beberapa contoh dari penerapan konsep E-Government di Indonesia, 
yaitu Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, pada tahun 2001 menggelar koneksi 
online antar 26 kecamatan, sehingga semua aktivitas UPT (Unit Pelayanan 
Terpadu) dapat berjalan online. Dana yang dikeluarkan untuk menjalankan 
program ini senilai Rp 1,23 miliar. Kemudian contoh-contoh lainnya adalah di 
Kabupaten Tarakan, Kalimantan Timur, salah satu kabupaten di Sulawesi dan 
Riau yang sudah menyediakan informasi pemerintah daerah secara online.  
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Apabila dilihat dari contoh yang telah disampaikan diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa praktek E-Government yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
tersebut adalah yang berbentuk pelayanan pemerintah ke masyarakat dalam hal 
penyampaian informasi atau lebih jauh lagi pembuatan KTP online.Hal ini 
membuktikan bahwa hanya sedikit pemerintah daerah yang sudah mulai mengerti 
bahwa teknologi informasi dapat dipergunakan untuk mempermudah pekerjaan 
mereka dan bahkan melakukan hubungan dengan masyarakatnya.Walaupun 
hanya sebatas dalam bentuk pemberian informasi secara sepihak yaitu dari 
pemerintah ke masyarakat.  
esensi dari E-Government sebenarnya adalah masalah restrukturisasi dari 
sistem pemerintahan yang sudah ada. Sebuah pertanyaan pun muncul, mengapa 
harus kita direstrukturisasi?Untuk menjawab hal ini, kita harus melihat bagaimana 
bekerjanya sistem pemerintah terlebih dahulu.Sistempemerintah adalah suatu 
sistem yang menjalankan praktek pemerintah dalam menjalankan fungsi-
fungsinya.Apabila sistem pemerintah yang dapat dikatakan sebagai pengatur dari 
suatu negara berjalan dengan buruk, maka ketika konsep E-Government ini 
diimplementasikan, keuntungan yang bisa didapat hanyalah keuntungan dari 
pengunaan teknologi informasi tersebut yang lebihbersifat teknis.  
Sebagai contoh masalah korupsi dalam pembuatan KTP.Bila dalam suatu 
sistem pelayanan pemerintah ke masyarakat, seperti pembuatan KTP, dimana 
acap kali pada alur prosesnya terdapat banyak pungutan sebagai pelancar dalam 
pembuatan kartu identitas tersebut. Kemudian, ketika diimplementasikan konsep 
E-Government ke dalam proses tersebut, tetapi dengan sistem yang tidak diubah, 
maka keuntungan yang bisa didapat dari sini hanyalah kecepatan pembuatan 
kartu identitas saja, tetapi tidak menghilangkan masalah pungutan yang ada. 
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 Masalah yang lain adalah masalah kearsipan, dimana agar penerapan 
konsep E-Government dapat efektif dan efisien serta ekonomis. Maka, hal 
pertama yang harus direstrukturisasi adalah masalah pendokumentasian. Karena 
untuk masalah pembuatan kartu identitas misalnya, maka diperlukan suatu data 
base sentral mengenai data-data atau identitas dari setiap warga negara dari 
negara tersebut. Hal ini, tentu dapat mencegah warga negara yang memiliki kartu 
identitas lebih dari satu.  
Satu hal lagi yang harus diperhatikan dalam penerapan E-Government 
adalah masalah keamanan.Keamanan disini terkait dengan masalah sistem dan 
orang-orang yang ada di dalam sistem tersebut. Karena apabila pelayanan yang 
diberikan pemerintah terganggu oleh misalnya hacker atau cracker, maka akan 
membahayakan. Sebagai contoh adalah dalam layanan kartu identitas on-line, 
dimana yang menjadi fokus disini adalah identitas dari setiap warga negara suatu 
negara. Apabila ada pihak yang meng-hacker dengan menyebarkan virus yang 
dapat menghancurkan data base yang berisi identitas semua warga negara, maka 
akibat yang diderita akan sangat merugikan. Ini hanya sebuah contoh mengenai 
hal apa yang mungkin terjadi apabila masalah keamanan tidak diperhatikan dalam 
penerapan E-Government.  
Masalah lain adalah mengenai masalah koneksi sistem informasi antar 
lembaga pemerintah atau antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, 
atau sesama pemerintah daerah itu sendiri. 
Menurut survei Gartner Group, transisi daripemerintah untuk E-
Government ditandai dengan empat tahap. Pertama,ada kehadiran pemerintah di 
Internet. Setelah kehadirantahap, pemerintah akan dapat berinteraksi dengan 
warganya melaluiInternet. Tahap interaksi akan digantikan oleh tahap 
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transaksi.Dalam tahap ini, komunikasi antara pemerintah dan warganyamelalui 
Internet terhubung dengan pelayanan publik. Akhirnya,karena pelayanan 
elektronik, pemerintah akan mengubahnyaorganisasi dan lembaga. Tiga tahap 
pertama fokus pada peningkatanbentuk pemerintahan dan membangun banyak 
einfrastructure dasar.Tahap keempat berfokus pada merancang bentuk 
baruPemerintah (Gartner Group 2000: 5). 
layanan elektronik adalah bahwa merekaharus lebih baik, lebih mudah, dan 
lebih cepat dari saluran yang ada lainnya. Inipenting, meskipun, bahwa saluran 
lain untuk berkomunikasi dengan pemerintahtidak ditarik sebagai e-layanan yang 
dikembangkan. Kita melihat e-jasahanya cara lain bagi orang untuk menghubungi 
dan berinteraksi dengan pemerintah, tetapibanyak orang masih harus, atau 
memilih untuk, menggunakan rute lainnya. Sekarang dalam posisi untuk 
membantu pemerintah untuk memastikan bahwalayanan elektronik meningkatkan 
pelayanan publik dan untuk mengatasi risikobahwa orang-orang akan melihat ada 
keuntungan untuk menggunakan layanan elektronik. tren terbaru dalam evolusi E-
Government tepat akan menargetkan kemampuan pemerintah daerahuntuk 
berpikir fleksibel dan kreatif tentang dataintegrasi. Mengambil keuntungan dari 
kesempatan inijuga akan memerlukan peningkatan organisasi dan 
manajemenkapasitas. EvolusiE-Government di seluruh negara terbesar, menilai 
tren dalam pemberian layanan dan menganggapbeberapa implikasi dari 
perubahan iniuntuk semua pemerintah daerah.Dalam beberapa tahun terakhir, 
kemajuan teknologi, khususnyamunculnya Internet dan DuniaWide Web, telah 
menyebabkan perubahan dramatis dalam carapemerintah daerah menafsirkan 
pelayanan merekakewajiban. Sebagai data yang dijelaskan di bawah 
menunjukkan,perubahan aplikasi iniberkembang. 
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 beberapa tahun terakhir, strategis, penggunaan terkoordinasi dari 
informasi dan komunikasiteknologi (ICT) dalam administrasi publik dan 
pengambilan keputusan politiksering disebut pemerintah sebagai elektronik telah 
menarik meningkatperhatian. Hari ini, mayoritas anggota OECD dan semakin 
banyaknegara-negara berkembang telah dirumuskan strategi E-Government 
nasional.Pemerintah dan organisasi internasional menghabiskan jumlah yang 
cukupuang untuk meningkatkan kemampuan ICT sektor publik. Setiap hari, baru 
solusi teknologi untuk kebijakan dan administrasi publik memasuki pasar.Dengan 
kata lain, E-Government telah menjadi mode: istilah itu sendiri seringdigunakan 
sebagai sinonim untuk modern, efisien, transparan, partisipatif 
dancustomerorientedpemerintah.Tidak ada yang kurang, pendapat berbeda-
bedasehubungan dengan hasil yang dapat diharapkandari e-
government. Beberapa ahli percaya bahwa E-Government akanmerevolusi sektor 
publik dan proses politik di seluruhdunia (Hammond, 
2001; Maulana, 2001). Menggunakan teknologi baru, mengembangkannegara 
akan memiliki kesempatan untuk 'melompati' jalan mereka menuju tata 
pemerintahan yang baik.Saluran informasi dan komunikasi baru akan memperkuat 
masyarakat sipil,bahkan di bawah kekuasaan otoriter. Analis lain, bagaimanapun, 
adalah kurang optimis: merekamelihat E-Government sebagai seperangkat alat 
teknologi yang dapat diterapkan dalamberbagai pengaturan kelembagaan, tapi 
tidak akan selalu berakhir mempromosikan baikpemerintahan. Skeptis 
menunjukkan keandalan miskin teknologi baru, yangkemungkinan 
penyalahgunaan oleh aktor publik dan swasta, resistensi terhadap 
perubahanlembaga-lembaga publik, hambatan akses untuk sektor besar  
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enduduk, dankegagalan banyak inisiatif E-Government untuk memenuhi tujuan 
mereka (Heeks, 2001; Norris, 2000). 
II.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PenerapanE-Government 
Menurut hasil kajian dan riset Hardvard JFK School of Government dalam 
indrajit (2002) untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, 
adatiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh 
yaitu: 
A. Support. 
Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh 
pemerintah adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik 
dan politk untuk benar-benar menerapkan konsep E-Government, bukan 
hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang 
berkaitan dengan prinsip-prinsip E-Government. Tanpa adanya unsur 
“political will” ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan 
pengembangan E-Government dapat berjalan dengan mulus. Karena 
budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkanmodel manajemen “top 
down”, maka jelas dukungan implementasi program E-Government yang 
efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada 
level tertinggi (Presiden dan para pembantunya – Menteri), 
sebelummerambat ke level-level dibawahnya (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 
3, dan seterusnya). Yang dimaksud dengan dukungan disini juga bukanlah 
hanya padaomongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang 
diharapkan adalahdalam bentuk hal-hal sebagai berikut: 
1) Disepakatinya kerangka E-Government sebagai salah satu kunci 
sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga 
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harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain 
yang diperlukan; 
2) Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, 
waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk 
membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral; 
3) Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar 
tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan E-Government 
(seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, 
ditugaskannya lembaga-lembaga khusus, misalnya kantor e-Envoy 
sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama 
dengan swasta, dan lain sebagainya); 
4) Disosialisasikannya konsep E-Government secara merata, kontinyu, 
konsisten dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara 
khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye 
yang simpatik 
B. Capacity; 
Elemen kedua ini merupakan unsur kemampuan atau 
keberdayaandari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” E-
Government terkaitmenjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling 
tidak harus dimiliki olehpemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu: 
1) Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai 
inisiatif E-Government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya 
finansial; 
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2) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena 
fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep 
E-Government, dan; 
3) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan 
keahlian yang dibutuhkan agar penerapan E-Government dapat sesuai 
dengan asas manfaat yang diharapkan. 
4) Perlu diperhatikan disini bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen 
prasyarat tersebut janganlah dijadikan alasan tertundanya sebuah 
pemerintah tertentu dalam usahanya untuk menerapkan E-
Government, terlebih-lebih karena banyaknya fasilitas dan sumber 
daya krusial yang berada diluar jangkauan (wilayah kontrol) 
pemerintah. Justru pemerintah harus mencari cara yang efektif agar 
dalam waktu cepat dapat memiliki ketiga prasyarat tersebut, misalnya 
melalui usaha-usaha kerja sama dengan swasta, bermitra dengan 
pemerintah daerah/negara tetangga, merekrut SDM terbaik dari sektor 
nonpublik, mengalihdayakan (outsorcing) berbagai teknologi yang tidak 
dimiliki,dan sebagainya. 
C. Value. 
Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang 
dilihat dari sisi pemerintah selaku pemberi jasa (supply side). Berbagai 
inisiatif E-Government tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang 
merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut; dan 
dalam hal ini, menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan 
adanya E-Government bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan 
mereka yang berkepentingan (demand side). Untuk itulah maka 
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pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi E-
Government apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar 
benar-benar memberikan value (manfaat) yang secara signifikan dirasakan 
oleh masyarakatnya. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan oleh 
masyarakat justru akan mendatangkan bumerang bagi pemerintah yang 
akan semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep 
E-Government. 
(Indrajit, 2002:2  )penerapanE-Government ini meliputi:  
1. Data infrastruktur, meliputi manajemen sistem, dokumentasi, dan 
proses kerja di tempat untuk men-yediakan kuantitas dan kualitas data 
yang berfungsi mendukung penerapan e-Government.  
 
3. Infrastruktur legal, hukum dan pera-turan termasuk berbagai perizinan 
untuk mendukung menuju e-Government.  
4. Infrastruktur institusional, diwujud-kan dengan institusi pemerintah 
secara sadar dan eksis melakukan dan memfokuskan tujuannya dalam 
penerapan e-Government.  
5. Infrastruktur manusia, sumber daya manusia yang handal merupakan 
hal pokok yang harus dipersiapkan dalam penerapan e-Government.  
6. Infrastuktur teknologi, penerapan E-Government banyak bertumpu 
pada adanya infrastruktur teknologi yang memadai.  
7. Strategi pemikiran pemimpin, penerapanE-Government sangat mem-
butuhkan pemimpin yang mem-bawa visi E-Government dalam 
agendanya dan memiliki strategi pemikiran untuk mewujudkannya.  
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Proses munculnya sistem pemerintahan elektronik dapatdibagi menjaditiga 
tahap sementara atau daerah dasar:  
1. keterbukaan publik, partisipasi,dan transaksi online. keterbukaan 
Umum berarti penggunaanteknologi komunikasi terbaru untuk 
memastikan bahwa warga negara dan lembaga-
lembagamasyarakat sipil memiliki akses yang lebih luas terhadap 
informasi yang menarikkepada mereka tentang badan otoritas 
negara dan lokal pemerintahan sendiri.  
2. Partisipasiberarti bahwa warga negara memiliki lebih banyak dan 
lebih banyak kesempatan untuk ambil bagiandalam pengelolaan 
urusan negara dan masyarakat di semua tingkat otoritas 
danmencakup siklus mempersiapkan dan membuat keputusan 
politik. Hal ini membutuhkanbahwa struktur negara dan kota 
mempublikasikan alamat kontak e-mail mereka padasitus Web yang 
sesuai, dan juga membentuk umpan balik.  
3. transaksi onlinememungkinkan bagi lembaga-lembaga negara dan 
kota untuk menyediakan layanan melaluiInternet, seperti 
pembayaran tagihan listrik, pengisian dari pajakdan pengumpulan 
pajak, dan pendaftaran asosiasi sipil dankemudian, pendaftaran 
pengusaha tanpa status badan hukum, usaha kecilperusahaan, dan 
sebagainya.  
II. 3. 3 Aspek-Aspek dalam Aplikasi E-Government 
Rianto dan Tri  Lestari dalam bukunya Polri dan Aplikasi E-Government 
Dalam Pelayanan Publik (2012: 43) sumber daya yang dibutuhkan untuk 
mewujudkan E-Government terdiri dari : 
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1. Hardware 
Penerapan teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa terlepas 
dengan kebutuhan sumber daya perangkat keras komputer (hardware). 
Sebuah aplikasi E-Government ada kalanya cukup dengan sebuah 
atau beberapa komputer yang berdiri sendiri tanpa perlu tersambung 
dengan komputer lainnya, namun kecenderungan aplikasi lainnya 
membutuhkan sebuah jaringan LAN (Local Area Networking) yaitu 
jaringan menggunakan kabel , yang biasanya digunakan secara intern. 
Serta WAN (Wide Area Networking) yaitu jaringan tanpa kabel yag 
biasanya digunakan untuk berhubungan antar instansi. Atau bahkan 
jaringan global (internet). untuk jenis aplikasi yang terakhir ini biasanya 
membutuhkan banyak kompurter seperti database server, application 
server, proxy server,   firewall server, email server, domain server,dan 
lain sebagainya. Spesifikasi teknis masing-masing disesuaikan dengan 
fungsinya. Beberapa fungsi server dapat  digabungkan, tergantung 
pada beban kerja. Untuk server yang memiliki beban kerja cukup berat 
sebaiknya disiapkan tersendiri. 
2. Software 
Sumber daya E-Government lainnya yang cukup penting adalah 
perangkat lunak komputer (Software). Di mana software dibagi menjadi 
dua macam yaitu software operasi dan software aplikasi. Software 
operasi merupakan software penerjemah daripada hardware, misalnya 
program linux, windows 98, windows 2000, windows XP,dan 
sebagainya. Sedangkan software aplikasi merupakan program terapan, 
misalnya operating sistem,  database, office yang meliputi word, excel, 
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notepad, power point,dan sebagainya. Pengaman perangkat lunak 
pendukung komunikasi (E-mail, SMS, teleconference / webcam). 
3. Human Resources (SDM) 
SDM merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam 
organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. 
Ketersedian SDM yang dibutuhkan adalah para tenaga spesialis 
teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi programme 
administrator jaringan, operator dan tenaga lainnya, baik dari aspek 
kuantitas maupun kualitasnya harus cukup. bahkan komputer memberi 
sumbangan keberhasilan yang cukup signifikan. 
Kebutuhan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak(software) 
relative mudah untuk dipenuhi, tetapi untuk menyiapkan SDM yang 
peduli terhadap perubahan merupakan pekerjaan besar. Mewacanakan 
perubahan sikap dan perilaku pada kalangan aparatur pemerintah dan 
masyarakat merupakan aspek yang mempunyai resistensi cukup besar. 
Sikap dan perilaku yang sudah terpola selama bertahun-tahun tentu 
tidak cukup untuk dirubah dalam waktu sekejab, melainkan 
memerlukan waktu atau proses dan rekayasa sosial yang mampu 
menciptakan lingkungan sosial yang kondusif. 
4. Data dan Informasi 
Komponen sumber daya berikutnya adalah data dan informasi. Sumber 
daya ini sering kali kurang mendapatkan perhatian oleh implementor E-
Government. padahal kesediaan data masukan, baik dalam bentuk 
lembaran kertas maupun dalam bentuk digital (database) menjadi 
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bahan utama proses E-Government guna mendukung tujuan 
penyebarluasan informasi. 
5. Struktur organisasi 
Sebuah kebijakan ditetapkan untuk dilaksanakan guna menyelesaikan 
masalah atau mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kemudian, siapa dan 
bagaimana melaksanakan kebijakan E-Government itu. Dari berbagai 
referensi menyatakan bahwa idealnya implementor E-Government 
adalah lembaga struktural yang berada satu tingkat di bawah top 
leader, hanya saja idealisme ini berbenturan dengan kebbijakan 
efisiensi dan restrukturisasi kelembagaan yang menganut asas “miskin 
struktur tetapi kaya“. Dengan kondisi ini, besar kemungkinan kebijakan 
E-Government dilaksanakan oleh lembaga struktur yang berada dua 
atau bahkan tiga tingkat di bawah top leader. Yang penting ada 
kesesuain antara kegiatan E-Government dengan tugas pokok dan 
fungsi unit pelaksana.Penataan kelembagaan E-Government sebaiknya 
disesuaikan dengan polakerja. Sebagaimana uraian sebelumnya 
bahwa dengan pola kerja E-Government menganut sistem distributed 
processing. Meskipun proses penyelenggaraannya tersebar tetapi tetap 
mengkerucut pada satu simpul organisasi pada umumnya uraian tugas 
dan fungsi suatu lemaga masih bersifat makro dan tidak detil, sehingga 
untuk memudahkan pelaksanaan dan memperkuat fungsi koordinasi 
perlu diurai lebih lanjut dalam kebijakan prosedur operasional. Prosedur 
ini meliputi kegiatan penyusunan aplikasi E-Government, pengumpulan, 
pengolahan, dan pelaksanaan implementasi E-Government mempunyai 
landasan yang cukup untuk merealisasikannya. 
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6. Komunikasi 
Kebijakan E-Government adalah kewenangan pemerintah pusat. Tetapi 
dalam implementasinya tersebar di seluruh komponen lembaga 
pemerintah termasuk institusi-institusi di daerah. Antara pemerintah 
pusat dengan birokrasi di daerah sebagai pelaksana tentunya harus 
mempunyai persepsi yang sama.Pemerintah pusat atau lembaga 
implementor utama di daerah berkewajiban mengalirkan berbagai 
informasi berkaitan dengan kebijakan E-Government. Proses 
komunikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk perintah, arahan dan 
penjelasan melalui forum rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, 
pelatihan atau bentuk pertemuan lainnya. Tujuannya adalah 
membangun perspesi yang sama antara pembuat kebijakan dengan 
pelaksanaannya. Proses komunikasi dapat dikatakan berhasil mana 
kala para pelaksana memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman 
bidang E-Government. 
7. Sikap Pelaksana 
Idealnya setiap kebijakan direspon dengan baik oleh para 
pelaksananya. Sikap respon itu biasanya bersifat subjektif, karena 
terkait dengan motivasi, kemuan atau niat. Kadang-kadang respon itu 
muncul dalam bentuk sikap proaktif tetapi ada pula yang bersifat 
resistensi. Ada tidaknya respon pelaksana ini dapat dilihat dari 
aktivitasnya. Apabila para pelaksana mengimplementasikan kebijakan 
E-Government secara konsisten maka respon positif. Instansi atau 
personel lainnya yang diposisikan sebagai pelanggan, dapat diukur 
tingkat kepuasannya terhadap produk-produk E-Government, seperti 
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produk pusat data, aplikasi pendukung pekerjaan kantor, aplikasi 
pelayanan publik, email, SMS dan produk-produk lainnya. 
II. 4Kerangka Pikir 
Berdasarkan kajian-kajianterdahulu dan penjabaran konsep-konsep yang 
lebih dibahas sebelumnya, maka peneliti mengambil konsep E-Government. 
Penerapannya dimulai dari bentuk layanan yang sederhana yaitu penyediaan 
informasi dan data-data berbasis komputer tentang pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan sebagai bentuk wujud keterbukaan 
(transparancy) dalam pelaksanaan pelayanan publik. Bentuk layanan sederhana 
lainnya, E-Government dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi baik intern 
di kalangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun komunikasi interaktif 
dengan masyarakat melalui media e-mail, chatting atau teleconperence. Kemajuan 
teknologi informasi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk 
kemaslahatan masyarakat. Tentunya dalam dunia yang sudah mengglobal ini, 
kemajuan teknologi diperlukan dan dimanfaatkan dalam segala bidang. Salah satu 
bidang yang terkena sentuhan teknologi informasi adalah pelayanan pemerintah 
kepada publik. Ada 4 manfaat diterapkannya E-Government salah satunya yaitu 
meningkatkan pelayanan masyarakat ke arah yang lebih baik. Untuk mencapai 
manfaat tersebut diukur dengan aspek-aspek dalam aplikasi E-Government 
menurut Rianto dan Tri Lestari yaitu hardware, software, human resources (SDM), 
data dan informasi, struktur organisasi, komunikasi, dan sikap pelaksana.Adapun 
gambaran penelitian dengan menggunakan konsep diatas dapat digambarkan 
melalui skema sebagai berikut : 
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Gambar II. 1 Kerangka Pikir 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
III.1. Pendekatan Penelitian  
Dalam penerlitian tentang penerapanE-Government di Pusat Pelayanan 
Informasi dan Pengaduan (PINDU) Kabupaten Pinrang, penulis menggunakan 
pendekatan kualitatif dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu 
memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai masalah yang 
dihadapi.  
III.2. Unit Analisis  
Unit analisis penelitian ini adalah organisasi, yakni Kantor Pusat Pelayanan 
Informasi dan Pengaduan (PINDU) Kabupaten Pinrang dimana berfokus pada 
aparat/pegawai yang terlibat. Penentuan unit analisis ini untuk mengetahui 
bagaimana penerapan E-Governmentdi Pusat Pelayanan Informasi dan 
Pengaduan (PINDU) Kabupaten Pinrang. 
III.3 Fokus Penelitian 
Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data, 
sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan 
pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, makafokus penelitian 
dalam karya ilmiah ini, yakni untuk menganalisis penerapan E-Goverment di Pusat 
Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) Kabupaten Pinrang. 
III.4 Narasumber atau Informan  
Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang 
yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. 
Untuk memperoleh data secara representatif, maka diperlukan informan kunci 
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yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang 
dikaji. Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut:  
1) Pembina Pusat Pelayanan dan Pengaduan Kabupaten Pinrang 
2) Tim Pengarah Pusat Pelayanan dan Pengaduan Kabupaten Pinrang 
3) Penanggungjawab Pusat Pelayanan dan Pengaduan Kabupaten Pinrang 
4) Koordinator Pengelola Pusat Pelayanan dan Pengaduan Kabupaten 
Pinrang 
5) Pegawai Pengelola Pusat Pelayanan dan Pengaduan Kabupaten Pinrang 
6) Operator SKPD terkait 
7) Masyarakat 
III.5 Jenis dan Sumber Data  
Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder yaitu:  
1) Data primer 
Data yang diperoleh langsung dari pengelola PINDU, pegawai yang 
menangani PINDU. 
2) Data sekunder  
Diperoleh dengan cara mengambil data dari buku, jurnal, serta aturan-aturan 
yang berkaitan dengan judul penelitian penulis. 
III.6 Teknik Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis lakukan ada 3 
cara yaitu : 
1) Wawancara  
Wawancara dilakukan kepada informan kunci serta informan-informan lain 
yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut. 
 
45 
 
2) Observasi  
Dalam observasi ini penulis turun langsung ke lapangan untuk mengambil 
data baik data sekunder maupun data primer, serta melihat secara langsung 
kondisi real yang terjadi di lapangan. 
3) Dokumentasi  
Penelitian ini diperkuat dengan dokumen-dokumen berupa buku-buku, pasal-
pasal, serta dokumen-dokumen yang dianggap relevan dengan penelitian 
tersebut. Selain  itu, akan di dokumentasikan dengan cara mengambil 
gambar secara langsung di lapangan. 
III.7 Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini teknik analisis data ada 3 cara yaitu :.  
1) Reduksi data (Data Reduction)  
Teknik ini dilakukan dengan cara memilah-milah data mana yang paling 
penting dan data yang tidak terlalu penting sehingga dengan demikian data 
tersebut bisa memberikan gambaran tentang data yang sesungguhnya.  
2) Penyajian data (Data Display)  
Setelah data d ipilah-pilah maka tindakan penulis selanjutnya adalah 
memaparkan dan mendeskripsikan data-data yang telah dipilih serta 
menjelaskan hubungan antara data yang satu dengan data yang lainnya 
dalam bentuk narasi. 
3) Penarikan kesimpulan/verifikasi (Conclusion Drawing/verfication)  
Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 
bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat 
yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 
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kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti 
yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 
data, maka kseimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 
kredibel. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
IV.1. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) 
 
IV.1.1. Profil Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) 
Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 45 tahun 2013 tentang 
Penerapan dan Pengembangan E-Government Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pinrang, sertaPeraturan Bupati Pinrang Nomor 25 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Pusat Pelayanan informasi dan Pengaduan (PINDU) Pemerintah 
Kabupaten Pinrang. Kehadiran PINDU ini diharapakan agar masyarakat dapat 
dengan mudah menjangkau dan memperoleh informasi yang dibutuhkan, serta 
berpartisipasi untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik pada 
semua aspek pembangunan dengan cara menyampaikan atau melaporkan kurang 
baik dan tidak efektifitasnya pelayanan oleh pegawai atau pejabat SKPD atau unit 
Kerja Pemerintah Kabupaten Pinrang. Karena sebelumnya di Kabupaten Pinrang 
untuk melayani masyarakat dalam hal meminta informasi atau pun melakukan 
pengaduan akan ditangani langsung oleh SKPD terkait dan juga langsung ke 
bupati mengingat jadwal bupati sangat sibuk tentu masyarakat kesulitan untuk 
bertemu. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan inovasi agar masyarakat dapat 
mengakses dengan mudah informasi atau melakukan pengaduan dengan 
dibentuknya PINDU. Setelah hadirnya PINDU masyarakat dapat terbantu dalam 
memenuhi kebutuhannya karena akan di respon oleh pihak terkait. Sekretariat 
PINDU yang berlokasi di Jl. Bintang No. 1 Kabupaten Pinrang, tepatnya di gedung 
baru Kantor Bupati Pinrang Lantai 1.PINDUmerupakan program pemerintah 
daerah yang dikelola oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat 
Daerah Kabupaten Pinrang.  
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 PINDU akan menjadi sarana bagi masyarakat dalam memperoleh 
informasi dan menyampaikan pengaduan melalui berbagai media yang mudah 
diakses dan terpadu dengan seluruh SKPD dan unit kerja pemeintah Kabupaten 
Pinrang. PINDU sebagai sebuah lembaga yang dikelola dalam kerangka 
peningkatan kualitas SDM dan mendorong partisipasi warga masyarakat dalam 
penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayannan publik di Kabupten 
Pinrang, maka dirumuskan visi,misi dan motto PINDU sebagai berikut : 
a. Visi 
“mewujudkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakatuntuk mendorong 
tercapainyapelayanan publik yang prima di Kabupaten Pinrang”. 
b. Misi 
1. Memperkuat kesadaran aparatur tentangtugas pokok dan fungsinya 
dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan 
publik, 
2. Membangun kesadaran masyarakat tentang posisi dan perannya dalam 
pembangunan kemasyarakatan, 
3. Memperkuat aksesibilitas informasi bagi masyarakat yang terkait 
dengan penyelenggaran pemerintah dan pembangunan masyarakat, 
dan 
4. Mengembangkan sistem pelayanan pengaduan msyarakat yang 
mudah, cepat dan praktis. 
 
c. Motto 
“Selangkah Dapatkan Jawaban” 
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IV.1.2. Tugas dan Fungsi Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan 
Kabupaten Pinrang. 
Untuk melaksanakan tugas pokok, PINDU mempunyaI fungsi sebagai 
berikut :  
1. Mengumumkan nama dan alamat kantor penanggung jawab serta 
secretariat PINDU Pemkab Pinrang. 
2. Mensosialisasikan tata cara pelayanan informasi dan penanganan 
pengaduan PINDU Pemkab Pinrang. 
3. Menerima permohonan informasi dan pengaduan yang disampaikan 
oleh pengguna layanan melalui saluran layanan yang disediakan. 
4. Melakukan penelahaan terhadap permohonan informasi dan/atau 
pengaduan yang diterima. 
5. Melakukan verifikasi terhadap permohonan informasi dan/atau 
pengaduan yang diterima. 
6. Menyalurkan permohonan informasi dan/atau pengaduan yang menjadi 
kewenangan SKPD/Pejabat terkait untuk diproses melalui operator 
PPID SKPD terkait. 
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penanganan pengaduan 
yang dilakukan oleh SKPD/Pejabat terkait. 
8. Menyampaikan respon terhadap permohonan pelayanan informasi dan 
penanganan pengaduan kepada pengguna layanan. Apabila materi 
informasi/pengaduan telah menjadi kewenangan PINDU maka akan 
dijawab langsung oleh petugas PINDU. Namun apabila materi 
informasi/pengaduan yang dimohonkan bukan kewenangan PINDU. 
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Maka akan direspon berdasarkan informasi/ jawaban yang masuk dari 
SKPD/ pejabat melalui Operator PPID SKPD/ Pejabat terkait. 
9. Melakukan penyusunan dan penyampaian laporan hasil kegiatan 
pelayanan informasi dan penanganan pengaduan oleh PINDUPemkab 
Pinrang kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah melalui 
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 
IV.1.3. Struktur Organisasi PINDU 
Dalam operasionalisasinya, PINDU dikelola oleh Bagian Organisasi dan Tata 
Laksana Sekertariat Daerah Kabupaten Pinrang yang menugaskan 2(dua) orang 
sebagai petugas pelayaanan informasi dan 2 (dua) orang sebagai petugas 
pelayanan pengaduan. petugas-petugas tersebut akan melakukan fasilitasi, 
mediasi, menerima serta mengelola informasi maupun pengaduan serta 
memantau dan mengevaluasi, pemberian informasi dan penyelesaian pengaduan. 
Struktur organisasi PINDU dapat dilihat padabagan dibawah ini. 
(1) Susunan organisasi PINDU terdiri dari: 
a. Tim Pengarah meliputi : 
1. Pembina; 
2. Penanggung jawab; 
3. Penasehat; 
4. Koordinator; 
5. Ketua; 
6. Sekretaris; dan 
7. Anggota. 
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 b. Tim Teknis, meliputi : 
1. Koordinator Tim Teknis PINDU; 
2. Tenaga Pelayanan Informasi; 
3. Tenaga Pelayanan Pengaduan; 
4. Tenaga Pengelola Website Pengaduan dan Perpustakaan;dan 
5. Operator PPID SKPD. 
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Struktur Organisasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) 
Pemerintah Kabupaten Pinrang 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar IV.1. Struktur Organisasi PINDU Pemerintah Kabupaten Pinrang 
Sumber : Peraturan Bupati Pinrang Nomor 25 Tahun 2014 
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IV.1.4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Petugas PINDU 
Adapun kedudukan, tugas dan fungsi dari petugas PINDU, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Pembina 
(1) Pembinasebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 
1  adalah Bupati dan Wakil Bupati yang bertugas membina 
pelaksanaan kegiatan PINDU. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pembina memiliki fungsi pembinaan dan penetapan kebijakan terkait 
pelayanan informasi dan penanganan pengaduan di daerah. 
(3) Uraian tugas pembina adalah sebagai berikut : 
a. Memantau dan membimbing penyelenggaraan kegiatan 
pelayanan informasi dan penanganan pengaduan di PINDU; 
b. Menerima dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan kegiatan 
pelayanan informasi dan penanganan pengaduan di PINDU; dan 
c. Menetapkan kebijakan terkait penyelenggaraan pelayanan 
informasi dan penanganan pengaduan di daerah; 
2. Penanggung jawab 
(1) Penanggungjawabsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
huruf a angka 2 adalah Sekretaris Daerah yang bertugas 
melaksanakan pertanggungjawaban atas kegiatan PINDU. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Penanggungjawab memiliki fungsi bertanggungjawab atas 
penyelenggaraan kegiatan PINDU, mulai dari perencanaan, 
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pelaksanaan dan pengendalian agar sasaran dan tujuan kegiatan 
dapat tercapai. 
(3) Uraian tugas penanggungjawab adalah sebagai berikut : 
a. Mengkoordinasikan, memantau, dan memberikan petunjuk 
terhadap penyelenggaraan kegiatan PINDU sesuai bimbingan 
pembina PINDU; 
b. Menerima dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan kegiatan 
pelayanan informasi dan penanganan pengaduan di PINDU;  
c. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan 
informasi dan penanganan pengaduan di PINDU kepada Bupati 
secara rutin dan berkala melalui Kepala Bagian; dan  
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi. 
3. Koordinator Tim Pengarah 
(1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a 
angka 4 adalah Asisten yang bertugas mengarahkan kegiatan PINDU.  
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pengarah memiliki fungsi pemberi arahan, bimbingan, pengendalian 
fisik dan keuangan atas pelaksanaan kegiatan PINDU, agar mencapai 
sasaran yang telah ditetapkan. 
(3) Uraian tugas pengarah adalah sebagai berikut : 
a. Memberikan arahan dalam : 
1) Pelaksanaan perencanaan kegiatan PINDU; 
2) Pelaksanaan tata cara pelayanan informasi dan penanganan 
pengaduan di PINDU;dan 
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3) Penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang 
diperlukan. 
(4) Melaksanakan  pemantauan/pengendalian terhadap 
kegiatan fisik dan keuangan PINDU; 
(5) Menerima dan mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan 
Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan di PINDU; 
dan  
(6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 
4. Ketua 
(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 5 
adalah Kepala Bagian yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan 
kegiatan PINDU. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ketua mempunyai fungsi pelaksana kegiatan PINDU, mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian agar sasaran dan tujuan 
kegiatan dapat tercapai 
(3) Uraian tugas ketua adalah sebagai berikut : 
a. Melaksanakan perencanaan kegiatan PINDU; 
b. Menyusun dan/atau merevisi tata cara pelayanan informasi dan 
penanganan pengaduan di PINDU; 
c. Memantau pelaksanaan pelayanan informasi dan penanganan 
pengaduan di PINDU; 
d. Menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang 
diperlukan; 
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e. Melaksanakan pengelolaan kegiatan fisik serta keuangan PINDU; 
f. Menerima, mengevaluasi, menyetujui dan menandatangani laporan 
pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan penanganan 
pengaduan di PINDU yang akan disampaikan ke Bupati Pinrang, 
Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi Umum 
Kabupaten Pinrang; dan  
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi. 
5. Sekertaris 
(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a 
angka 6 adalah Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu 
Ketua. 
(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretaris mempunyai fungsi penyiapan bahan dan data pelaksanaan 
kegiatan di PINDU, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan 
pengendalian kegiatan agar sasaran dan tujuan kegiatan dapat 
tercapai. 
(3) Uraian tugas sekretaris adalah sebagai berikut : 
a. Menyiapkan bahan perencanaan kegiatan PINDU 
b. Menyiapkan bahan revisi tata cara pelayanan informasi dan 
penanganan pengaduan di PINDU; 
c. Meyiapkan bahan dan dokumentasi pemantauan pelaksanaan 
pelayanan informasi dan penanganan pengaduan di PINDU; 
d. Membantu ketua dalam menyiapkan sumber daya manusia, sarana 
dan prasarana yang diperlukan; 
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e. Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan fisik serta keuangan 
PINDU;dan 
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi. 
6. Koordinator Tim Teknis PINDU 
(1) Koordinator tim teknisPINDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) huruf b angka 1 adalah aparatur sipil negara yang diangkat 
sebagai koordinator PINDU melalui Keputusan Bupati yang mempunyai 
tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan harian PINDU. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
koordinator tim teknis PINDU mempunyai fungsi bertanggungjawab 
atas pelaksanaan harian pelayanan informasi dan penanganan 
pengaduan di PINDU serta mengkoordinasikan pelaksanaannya 
dengan seluruh SKPD/Pejabat terkait. 
(3) Uraian tugas koordinator tim teknis PINDU adalah sebagai berikut : 
a. Mengkoordinir penerapan etika pelayanan PINDU dalam 
memberikan pelayanan; 
b. Mengkoordinir pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Penanganan 
Pengaduan di PINDU; 
c. Memberikan petunjuk/arahan kepada pengelola informasi dan 
pengelola pengaduan dalam melaksanakan tugasnya; 
d. Memantau secara rutin (paling cepat setiap 15 menit) dan menelaah 
permohonan informasi dan pengaduan yang masuk di PINDU; 
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e. Mengkoordinasikan tindak lanjut atas permohonan informasi dan 
pengaduan dengan pengelola informasi, pengelola pengaduan, 
petugas SKPD serta pejabat terkait; 
f. Mengevaluasi hasil kerja pengelola informasi, pengelola pengaduan 
dan petugas SKPD; 
g. Membuat laporan kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi dan 
penanganan pengaduan melalui PINDU secara rutin dan berkala 
(sekali dalam sepekan); 
h. Mengkoordinir pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
di PINDU; 
i. Mengkoordinir pengelolaan  website PINDU; 
j. Mengkoordinir pengelolaan  Perpustakaan PINDU; 
k. Mengkoordinir pemutakhiran data yang menjadi kewenangan 
PINDU; dan 
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi. 
7. Tenaga Pelayanan Informasi 
(1) Tenaga pelayanan informasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) huruf b angka 2 adalah aparatur sipil negara yang diangkat 
sebagai Pengelola PINDU melalui Keputusan Bupati yang bertugas 
melayani permohonan informasi. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tenaga pelayanan informasimempunyai fungsi dalam pelayanan 
permohonan informasi yang diajukan pengguna layanan/masyarakat 
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secara lisan maupun tertulis serta mengkoordinasikan 
pelaksanaannya dengan koordinator. 
(3) Uraian tugas tenaga pelayanan informasiadalah sebagai berikut : 
a. Melaksanakan etika pelayanan PINDU dalam memberikan 
pelayanan; 
b. Menerima permohonan informasi dari pengguna layanan sesuai 
dengan etika dan tata cara pelayanan informasi di PINDU; 
c. Menanyakan/Mengecek identitas pengguna layanan; 
d. Mengisi formulir permohonan informasi sebagaimana terdapat pada 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Bupati ini; 
e.  Menggali Informasi terkait permohonan pengguna layanan dengan 
menggunakan pertanyaan apa, siapa, dimana, kapan, kenapa, dan 
bagaimana;  
f. Melakukan verifikasi kemudian konfirmasi terhadap isi formulir 
permohonan informasi kepada pengguna layanan. Bila pengguna 
layanan telah menyetujui isi formulir tersebut maka petugas PINDU 
meminta pengguna layanan untuk menandatangani formulir yang 
telah diisi; 
g. Memberikan nomor registrasi/ID tiket penerimaan permohonan 
informasi kepada pengguna layanan dan menjelaskan cara 
penggunaannya dalam  memantau tindak lanjut permohonan 
informasinya; 
h. Melakukan penelaahan terhadap permohonan informasi yang 
diterima; 
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i. Menyampaikan responterhadap permohonan pelayanan informasi 
kepada pengguna layanan. Apabila materi permohonan informasi 
telah tersedia di PINDU dan telah menjadi kewenangan petugas  
PINDU  untuk menyampaikan, maka akan direspon langsung oleh 
Petugas PINDU. Namun apabila  materi informasi yang dimohonkan 
bukan kewenangan PINDU dan/atau memerlukan koordinasi dan 
sejumlah waktu dalam penyediaannya, maka akan direspon dengan 
memberikan informasi kepada pengguna layanan bahwa informasi 
yang diajukan belum termasuk kewenangan petugas PINDU 
dan/atau  akan diproses terlebih dahulu, Pengguna Layanan akan 
memperoleh informasi awal terkait perkembangan tindak lanjut 
dan/atau hasil dari permohonannya paling lama dalam kurun waktu 
2 kali 24 jam; 
j. Menyalurkan permohonan informasi yang bukan kewenangan 
PINDU kepada SKPD/pejabat terkait untuk diproses melalui 
operator PPID SKPD, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan 
koordinator PINDU; 
k. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut 
permohonan informasi yang dilakukan oleh SKPD / Pejabat terkait; 
l. Menyampaikan responawal terhadap perkembangan tindak lanjut 
dan/atau hasil dari permohonan informasi yang bukan kewenangan 
PINDU kepada pengguna layanan sesuai denganrespon yang 
masuk dari SKPD/pejabat  terkait, paling lama dalam kurun waktu  2 
kali 24 Jam; 
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m. Mengelola data yang telah menjadi kewenangan petugas PINDU 
untuk diinformasikan sesuai dengan materi permohonan informasi 
dari pengguna layanan; 
n. Menghimpun dan memutakhirkan data/informasi secara berkala;  
o. Mengelola website Informasi PINDU sesuai arahan dari koordinator; 
p. Mengecek secara rutin dan berkala (paling cepat setiap 15 menit) 
permohonan informasi dan tindak lanjutnya yang masuk ke PINDU 
melalui berbagai saluran layanan yang disediakan; 
q. Memelihara sarana dan prasarana di PINDU; 
r. Membuat laporan kegiatan pelayanan informasi secara rutin dan 
berkala; dan 
s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan 
koordinator sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 
8. Tenaga Pelayanan Pengaduan 
(1) Tenaga pelayanan pengaduansebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) huruf b angka 3 adalah aparatur sipil negara yang diangkat 
sebagai petugas PINDUmelalui Keputusan Bupati yang mempunyai 
tugas melayani pengaduan. 
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), tenaga pelayanan pengaduan mempunyai fungsi dalam pelayanan 
pengaduan yang diajukan pengguna layanan/masyarakat secara lisan 
maupun tertulis serta pengkoordinasian penanganannya dengan 
koordinator. 
(3) Uraian tugas tenaga pelayanan pengaduan adalah sebagai berikut: 
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a. Melaksanakan etika pelayanan PINDU dalam 
memberikanpelayanan; 
b. Menerima pengaduan dari pengguna layanan sesuai dengan etika 
dan tata cara pelayanan Pengaduan di PINDU; 
c. Menanyakan / Mengecek identitas pengguna layanan; 
d. Mengisi formulir permohonan pengaduan sesuai format 
sebagaimana terdapat pada aplikasi pengaduan di website  dengan 
alamat www.pindu.pinrangkab.go.id; 
e. Menggali informasi terkait pengaduan pengguna layanan dengan 
menggunakan pertanyaan apa, siapa, dimana, kapan, kenapa, dan 
bagaimana, serta meminta bukti-bukti pendukung pengaduan: 
f. Melakukan verifikasi kemudian konfirmasi terhadap isi formulir 
pengaduan kepada pengguna layanan. Bila pengguna layanan 
telah menyetujui isi formulir tersebut maka petugas PINDU akan 
melanjutkan proses pengaduan hingga tahap akhir di aplikasi 
pengaduan website dan memindahkan isi formulir pengaduan 
website ke formulir manual sebagaimana terdapat pada lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati 
ini, untuk selanjutnya ditandatangani  oleh pengguna layanan;  
g. Memberikan nomor registrasi/ID tiket penerimaan pengaduan 
kepada pengguna layanan dan menjelaskan cara penggunaannya 
dalam  memantau tindak lanjut permohonan informasi/penanganan 
pengaduannya; 
h. Melakukan penelahaan terhadap isi pengaduan yang diterima dari 
berbagai saluran layanan yang disiapkan oleh PINDU; 
63 
 
i. Menyampaikan responterhadap pengaduanyang materinya menjadi 
kewenangan petugas  PINDU  untuk merespon. Respon diberikan 
dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan koordinator 
PINDU; 
j. Menyalurkan pengaduan yang bukan kewenangan PINDU kepada 
SKPD/pejabat terkait untuk diproses melalui operator 
SKPD/petugas PINDU, dengan terlebih dahulu berkoordinasi 
dengan koordinator PINDU. Penyaluran pengaduan dilakukan 
dengan menggunakan saluran layanan website ; 
k. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penanganan pengaduan 
yang dilakukan oleh SKPD/Pejabat terkait; 
l.  Menyampaikan responawal terhadap perkembangan tindak lanjut 
dan/atau hasil penanganan pengaduan  yang bukan kewenangan 
PINDU kepada pengguna layanan sesuai denganrespon yang 
masuk dari SKPD/pejabat  terkait, paling lama dalam kurun waktu  
2 x 24 Jam; 
m. Mengelola Website Pengaduan PINDU sesuai arahan dari 
koordinator; 
n. Mengecek secara rutin dan berkala (paling cepat setiap 15 Menit)  
pengaduan dan penanganan pengaduan yang masuk ke PINDU 
melalui berbagai saluran layanan yang disediakan; 
o. Memelihara sarana dan prasarana di PINDU; 
p. Membuat laporan kegiatan penanganan pengaduan secara rutin 
dan berkala; dan 
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q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan 
koordinator sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 
9. Tenaga Pengelola Website Pengaduan dan Perpustakaan 
(1) Tenaga Pengelola Website Pengaduan dan Perpustakaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 4adalah 
Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai tenaga pengelola website 
pengaduan dan perpustakaan di PINDU melalui Keputusan Bupati yang 
mempunyai tugas mengelola website pengaduan dan perpustakaan 
PINDU. 
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Tenaga pengelola website pengaduan dan perpustakaan 
mempunyai fungsi dalam pengelolaan website dan perpustakaan 
PINDU. 
(3) Uraian tugas Pengelola website pengaduan dan perpustakaan adalah 
sebagai berikut : 
a. Melakukan login ke dalam sistem sesuai prosedur dalam rangka 
melaksanakan pemantauan jaringan website informasi dan 
pengaduan; 
b. Melakukan pemeliharaan aplikasi website pelayanan informasi 
dan penanganan pengaduan; 
c. Melakukan update data dan antivirus secara berkala sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menjamin 
keamanan data; 
d. Melakukan backup data sesuai prosedur dan arahan koordinator 
tim teknis untuk menjaga keamanan database; 
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e. Menghapus file yang tidak terpakai sesuai prosedur yang berlaku 
untuk menjaga terjadinya duplikasi data.; 
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 
yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban  
kepada koordinator tim teknis; 
g. Melaksanakan pengadaan bahan pustaka sesuai arahan tim 
pengarah dan koordinator tim teknis; 
h. Menginventarisasi, mengklasifikasikan dan mencatat bahan 
pustaka; 
i. Memeriksa kelengkapan bahan pustaka; 
j. Menerima kunjungan perpustakaan; 
k. Membantu penelusuran bahan pustaka yang dibutuhkan oleh 
Pengguna layanan; 
l. Memberikan informasi umum koleksi bahan pustaka; 
m. Melaksanakan sirkulasi peminjaman dan pengembalian bahan 
pustaka PINDU; 
n. Mengambil bahan koleksi yang telah rusak untuk diserahkan 
kepada bagian pemeliharaan ; 
o. Membuat laporan kegiatan pengelolaan website informasi dan 
pengaduan serta perpustakaan secara rutin dan berkala;dan 
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan 
koordinator sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 
10. Operator PPID SKPD 
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Operator PPID SKPD mempunyai fungsi Operator PPID SKPD 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 5adalah 
Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai Operator PPID SKPD 
PINDU dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari kepala 
SKPD masing-masing yang mempunyai tugas mendukung pengelolaan 
permohonan informasi dan penanganan pengaduan terkait SKPD 
masing-masing. 
(2) mengelola permohonan informasi dan Pengaduan yang diajukan 
pengguna layanan/masyarakat secara lisan maupun tertulis melalui 
PINDU serta mengkoordinasikan tindaklanjutnya kepada Pejabat terkait 
dan Pimpinan SKPD. 
(3) Uraian Tugas Operator PPID SKPD adalah sebagai berikut : 
a.  Mengecek secara rutin dan berkala (paling cepat setiap 15 Menit) 
Website PINDU; 
b.  Mengecek Permohonan Informasi untuk SKPD yang masuk melalui 
PINDU; 
c.  Meregister Permohonan Informasi dan Pengaduan pada buku 
register PINDU SKPD; 
d.  Melakukan verifikasi dan mengoptimalkan kelengkapan data 
pengaduan yang diterima;  
e.  Melakukan penelahaan terhadap semua permohonan informasi dan 
pengaduan yang diterima dari PINDU; 
f.  Menyampaikan permohonan informasi dan/atau pengaduan kepada 
Pimpinan SKPD untuk dijawab; 
g.  Memantau  respon Pimpinan SKPD terhadap permohonan 
informasi dan pengaduan yang diterima; 
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h.  Menyampaikan responawal terhadap perkembangan tindak lanjut 
dan/atau hasil permohonan informasi dan/atau penanganan 
pengaduan  kepada pengguna layanan dan Petugas PINDU, paling 
lama dalam kurun waktu  2 x 24 Jam; 
i.  Mengirimkan Respon atas Permohonan informasi dan Pengaduan 
sesuai dengan respon Pimpinan SKPD kepada Pengguna Layanan 
dan Petugas PINDU, melalui saluran Layanan yang disediakan oleh 
PINDU. Khusus Pengaduan, dikirimkan melalui website PINDU; 
j.  Melakukan Koordinasi secara aktif dengan Petugas PINDU, 
Pimpinan dan Pejabat terkait lainnya; 
k.  Membuat laporan kegiatan pelayanan informasi dan penanganan 
pengaduan secara rutin dan berkala; dan 
l.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan 
koordinator sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 
IV.1.5. Alur Kerja PINDU 
Pusat Pelayanan Informasi dan pengaduan masyarakat (PINDU) 
menawarkan empat jenis layanan informasi maupun pengaduan kepada 
masyarakat, yaitu kunjungan langsung, call center, SMS, dan Online 
(website/email). Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih salah satu jenis 
media pengaduan yang terhubung langsung dengan petugas PINDU. Setelah 
informasi pengaduan diterima oleh server PINDU maka akan segera dilakukan 
proses pengidentifikasian informasi pengaduan, informasi pengaduan indentifikasi 
berdasarkan wewenang terkait. Jika informasi pengaduan terkait bukan wewenang 
SKPD maka pengaduan langsung ditanggapi oleh server PINDU dengan batas 
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waktu maksimal 1 x 24 jam. Namun jika pengauduan terkait dengan wewenang 
SKPD maka informasi pengaduan akan dikirim kepada petugas  SKPD terkait dan 
kemudian aduan disampaikan kepada pimpinan SKPD, dan jawaban atas 
pengaduan akan disampaikan langsung kepada pengadu oleh petugas SKPD 
melalui media pengaduan PINDU. Adapun batas maksimal waktu jika pengaduan 
terkait dengan wewenng SKPD ialah 2 x 24 jam untuk 1 SKPD dan 6 x 24 jam jika 
lebih dari 1 SKPD.  
 
 
 
Untuk pembahasan lebih jelasnya, berikut skema alur kerja PINDU: 
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Gambar IV.2 Mekanisme Alur Kerja PINDU 
Sumber : Peraturan Bupati Pinrang Nomor 25 Tahun 2014 
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IV.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 
Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dan 
pembahasan tentang penerapan E-Government di Pusat Pelayanan Informasi dan 
Pengaduan Kabupaten Pinrang. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data 
menggunakan hasil observasi dan wawancara dengan informan-informan terpilih 
yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian.  
Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan E-
Government di Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang 
dan faktor-faktor yang menghambat penerapan E-Government di Pusat Pelayanan 
Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang, maka peneliti melakukan 
wawancara mendalam terhadap informan yang terpilih terkait penerapan E-
Government  yaitu, Pembina PINDU, Penanggungjawab Pindu, Tim Pengarah 
PINDU, Koordinator Teknis PINDU, Pegawai Pengelola pelayanan informasi dan 
pengaduan PINDU, Operator SKPD terkait, Masyarakat. Adapun hasil tentang 
penerapan E-Government di Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan 
Kabupaten Pinrangakan diuraikan sebagai berikut : 
IV.2.1 Gambaran Umum E-Government di Pusat Pelayanan Informasi dan 
Pengaduan Kabupaten Pinrang 
E-Government di Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kabupaten 
Pinrang merupakan suatu system aplikasi yang dapat digunakan untuk 
mempermudah masyarakat mendapatkan informasi dan melakukan pengaduan. 
Berikut adalah hasil wawancara Pembina PINDU Kabupaten pinrang:  
“PINDU merupakan inovasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai 
akses kepada masyarakat secara cepat untuk menyampaikan 
pengaduan dan informasi yang dialami oleh masyarakat sehingga 
masyarakat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi dan 
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pengaduan.Dalam hal ini masyarakat dapat mengakses dengan 
menggunakan Teknologi yang berbasis online”. 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 26 januari 2016) 
Hal senada diungkapkan oleh Penanggungjawab PINDU : 
 
“ karena adanya beberapa pengaduan yang masuk maka untuk 
mengantisipasi itu kita membuat wadah sebagai tempat untuk 
menampung permasalahan masyarakat dengan begitu maka 
pemerintah lebih mudah untuk menanggapi dan langsung merespon 
dengan ketentuan waktu 1 x 24 jam. PINDU merupakan wadah untuk 
mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, sehingga masyarakat 
yang mempunyai permasalahan atau kendala bisa melalui PINDU”. 
 
(hasil wawancara pada tanggal 18 januari 2016) 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa E-Government 
yang ada di Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan kabupaten pinrang 
merupakan suatu wadah dimana pemerintah membangun dan menerapkan 
teknologi informasi dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan 
masyarakat. Aplikasi ini bertipe government to citizen (G-To-C) adalah untuk 
mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang 
beragam agar masyarakat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk 
pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. 
IV.2.2Alur-alur Aplikasi Penerapan E-Government diPusat Pelayanan 
Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang. 
PINDU merupakan sarana bagi masyarakat dalam memperoleh informasi 
dan menyampaikan pengaduan melalui berbagai media yang mudah diakses dan 
terpadu dengan seluruh SKPD dan unit kerja pemerintah Kabupaten Pinrang. 
Kehadiran PINDU akan memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat 
untuk melakukan control utamanya terhadap kualitas pelayanan yang diberikan 
oleh SKPD dan unit kerja pemrintah Kabupaten Pinrang. Berikut adalah hasil 
wawancara dengan Pengelola Pengaduan PINDU Kabupaten pinrang: 
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“Untuk menangani pengaduan  atau informasi kita sediakan berbagai 
media melalui web, sms, datang langsung atau call center.  Masing-
masing mempunyai prosedur pelayanannya”. 
(Hasil wawancara pada tanggal 08 Januari 2016) 
 
Berdasarkan wawancara diatas berikut adalah alur aplikasi penerapan E-
Government dengan berbagai media yang digunakan: 
1. Online / Website PINDU 
• Masyarakat mengakses alamat situs aplikasi pindu ( 
www.pindu.pinrangkab.go.id) dan mengisi fomulir pengaduan yang telah 
disiapkan. 
• Masyarakat akan memperoleh konfirmasi melalui email dari sistem beserta 
Ticket ID. 
 Nomor Ticket ID ini digunakan untuk mengetahui status pengaduan baik 
secara online melalui website PINDU, call center, email maupun kunjungan 
langsung. 
 Pengaduan yang telah terkirim ke aplikasi PINDU selanjutnya dikelola oleh 
Operator dengan cara dipilah, dijawab langsung dan /atau dikirimkan ke 
departemen terkait sesuai standar operasional prosedur penanganan 
pengaduan. 
 Departemen yang menerima pengaduan dari operator. Selanjutnya 
pengaduan dikelola dan dijawab sesuai standar operasional prosedur 
penanganan pengaduan. 
 Masyarakat menerima jawaban pengaduan dari operator/departemen 
melalui email/SMS, sesuai standar operasional prosedur penanganan 
pengaduan. 
2. Online / e-mail 
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• Masyarakat menyampaikan pengaduan dengan cara mengirimkan email ke 
pindu@pinrangkab.go.id 
• Masyarakat akan memperoleh konfirmasi melalui email dari sistem beserta 
Ticket ID. 
 Nomor Ticket ID ini digunakan untuk mengetahui status pengaduan baik 
secara online melalui website PINDU, call center, email maupun kunjungan 
langsung. 
 Pengaduan yang telah terkirim ke aplikasi PINDU selanjutnya dikelola oleh 
Operator dengan cara dipilah, dijawab langsung dan /atau dikirimkan ke 
departemen terkait sesuai standar operasional prosedur penanganan 
pengaduan. 
 Departemen yang menerima pengaduan dari operator. Selanjutnya 
pengaduan dikelola dan dijawab sesuai standar operasional prosedur 
penanganan pengaduan. 
 Masyarakat menerima jawaban pengaduan dari operator/departemen 
melalui email/SMS, sesuai standar operasional prosedur penanganan 
pengaduan. 
3. SMS 
• Masyarakat mengirimkan pengaduan sesuai dengan format yang telah 
diberikan ke nomor yang telah ditentukan; 
• Masyarakat akan menerima konfirmasi SMS dari sistem beserta Nomor 
Ticket ID. 
 Nomor Ticket ID ini digunakan untuk mengetahui status pengaduan baik 
secara online melalui website PINDU, call center, email maupun kunjungan 
langsung. 
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 Pengaduan yang telah terkirim ke aplikasi PINDU selanjutnya dikelola oleh 
Operator dengan cara dipilah, dijawab langsung dan /atau dikirimkan ke 
departemen terkait sesuai standar operasional prosedur penanganan 
pengaduan. 
 Departemen yang menerima pengaduan dari operator. Selanjutnya 
pengaduan dikelola dan dijawab sesuai standar operasional prosedur 
penanganan pengaduan. 
 Masyarakat menerima jawaban pengaduan dari operator/departemen melalui 
SMS, sesuai standar operasional prosedur penanganan pengaduan. 
4. Call Center/Telpon 
• Masyarakat melakukan pengaduan melalui panggilan telpon di nomor yang 
telah ditentukan; 
• Operator akan mencatat/memasukkan data pada Aplikasi  PINDU dan 
memberikan TicketID kepada User.  
 Nomor Ticket ID ini digunakan untuk mengetahui status pengaduan baik 
secara online melalui website PINDU, call center, email maupun kunjungan 
langsung. 
 Pengaduan yang telah terkirim ke aplikasi PINDU selanjutnya dikelola oleh 
Operator dengan cara dipilah, dijawab langsung dan /atau dikirimkan ke 
departemen terkait sesuai standar operasional prosedur penanganan 
pengaduan 
 Departemen yang  menerima pengaduan dari operator. Selanjutnya 
pengaduan dikelola dan dijawab sesuai standar operasional prosedur 
penanganan pengaduan. 
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 Masyarakat menerima jawaban pengaduan dari operator/departemen melalui 
telpon sesuai standar operasional prosedur penanganan pengaduan. 
5. Kunjungan Langsung 
• Masyarakat menyampaikan pengaduan dengan cara mendatangi Sekretariat 
PINDU 
• Operator akan mencatat/memasukkan data pada Aplikasi  PINDU dan 
memberikan TicketID kepada User.  
• Nomor Ticket ID ini digunakan untuk mengetahui status pengaduan baik 
secara online melalui website PINDU, call center, email maupun kunjungan 
langsung. 
• Pengaduan yang telah terkirim ke aplikasi PINDU selanjutnya dikelola oleh 
Operator dengan cara dipilah, dijawab langsung dan /atau dikirimkan ke 
departemen terkait sesuai standar operasional prosedur penanganan 
pengaduan 
• Departemen yang menerima pengaduan dari operator. Selanjutnya 
pengaduan dikelola dan dijawab sesuai standar operasional prosedur 
penanganan pengaduan. 
• Masyarakat menerima jawaban pengaduan dari operator/departemen melalui 
media yang disepakati saat berkunjung ke sekretariat PINDU dan sesuai 
standar operasional prosedur penanganan pengaduan. 
IV.2.3Penggunaan Aplikasi Penerapan E-Government di Pusat Pelayanan 
Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang. 
Aplikasi PINDU adalah aplikasi berbasis web yang memberikan 
kemudahan dalam implementasi sistem penanganan pengaduan Pemerintah 
Kabupaten Pinrang.Aplikasi PINDU berfungsi dalam pengelolaan informasi, 
pertanyaan, saran/usul dan pengaduan masyarakat kabupaten pinrang baik 
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melalui saluran Telp, SMS, FAX, Email maupun melalui Website. Aplikasi ini 
dibuat dengan menggunakan open source software meliputi LAMP ( Apache, 
MySQL dan PHP), Codeigniter PHP Framework dll.Aplikasi ini juga melibatkan 
teknologi SMS Gateway yang diintegrasikan dengan system. Berikut ungkapkan 
oleh Kordinator Tim Teknis PINDU Kabupaten pinrang: 
“ untuk pelayanan E-Government yang digunakan di PINDU itu adalah 
aplikasi web, sms getaway, call center. Memang PINDU itu berbasis 
online yang dapat memudahkan masyarakat terutama dalam hal 
mendapatkan informasi atau melakukan aduan terkait permasalahan 
yang dialami”. 
(Hasil wawancara pada tanggal 12 januari 2016) 
 
Lanjut beliau mengungkapkan : 
“untuk itu dalam menggunakan aplikasi E-Government masyarakat 
sudah sangat mudah untuk mengaksesnya dengan membuka web 
www.pindu.pinrangkab.go.id, dengan begitu masyarakat tinggal 
mengikuti petunjuk yang ada pada web.” 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 12 januari 2016) 
 
Untuk lebih jelasnya berikut penggunaanaplikasiE-Government di Pusat 
Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang. System Pengaduan 
Online Kabupaten Pinrang dapat diakses dengan membuka situs web Pindu 
dengan alamat URL  adalah http://pindu.pinrangkab.go.id  sebagaimana gambar 
berikut :  
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Gambar IV.3 Tampilan Web PINDU 
Sumber : www.pindu.pinrangkab.go.id 
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1. Membuka Aplikasi  
• Aplikasi PINDU adalah aplikasi berbasis web, sehingga untuk membukanya 
dibutuhkan software penjelajah internet (browser) seperti Mozilla Firefox, 
Google Chrome, Internet Explore dan lain-lain.  
• Untuk membuka aplikasi PINDU silahkan buka browser anda. Tampilan 
jendela default browser  akan berbeda sesuai dengan jenis browser yang 
digunakan. Disini kami mencontohkan dengan menggunakan browser 
Mozilla Firefox, sehingga ketika membuka browser maka akan terlihat 
tampilan seperti gambar berikut ini : 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar IV.4. Tampilan default browser Mozilla Firefox 
 
 
• Tampilan jendela default browser Mozilla Firefox tergantung dari setting 
standar dari browser anda (tidak harus seperti diatas, bisa jadi blank atau 
kosong).  
• Bila jendela browser telah terbuka. Silahkan ketikkan alamat berikut ini : 
http://pindu.pinrangkab.go.id/ pada bar address yang terdapat di bagian 
atas browser seperti gambar berikut ini: 
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Gambar IV.5.  Lokasi bar address pada browser 
• Setelah alamat tersebut diketikandi bar address, silahkan tekan tombol enter 
dari papan ketik (keyboard) komputer anda. Setelah  tombol enter ditekan 
maka akan terlihat tampilan awal aplikasi sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar IV.6 Tampilan awal aplikasi 
 Pada tampilan awal aplikasi tersebut terlihat menu yang disediakan oleh 
PINDU dalam mengelola informasi dan menangani pengaduan Masyarakat.  
Site Map 
 Secara keseluruhan, PINDU memiliki beberapa menu utama dan submenu. 
Menu-menu tersebut  diantaranya: 
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a) Menu Home 
 Menu ini digunakan untuk menampilkan tampilan awal dari Aplikasi 
PINDU. 
b) Menu Login 
 Menu ini digunakan untuk login pengguna (Admin, 
Operator,Departemen, Pimpinan). 
c) Menu Tentang Pindu 
 Menu ini berisi informasi tentang PINDU. Menu ini memiliki 
 beberapa submenu diantaranya: 
 Gambaran Umum 
 Visi dan Misi 
 Struktur Organisasi 
 Petugas 
d) Menu Rekap Pengaduan 
 Menu ini berisi informasi tentang jumlah total pengaduan di masing-
masing Departemen (SKPD). 
e) Menu Arsip 
 Menu ini memiliki beberapa submenu diantaranya: 
 Arsip Berita 
 Arsip Pengaduan 
f) Buku Tamu 
 Menu ini digunakan untuk kritik ataupun saran pengunjung 
 tentangAplikasi PINDU. 
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2. Menginput  Data Pengaduan 
 
• Data pengaduan dapat diinput ke aplikasi PINDU oleh masyarakat  bila 
masyarakat mengadu melalui website PINDU.  
• Bila masyarakat mengadu melalui  melalui  call center, kunjungan langsung 
atau email, maka data pengaduan diinput ke aplikasi PINDU oleh petugas 
PINDU.  
• Khusus pengaduan yang  menggunakan SMS, maka data secara otomatis 
terinput dalam aplikasi, bila sms diketik sesuai format. 
• Pada gambar tampilan awal aplikasi PINDU disediakan aplikasi untuk 
pengaduan masyarakat pinrang dan masyarakat yang berada di luar daerah 
pinrang dengan cara menggeser scroll down software mozilla seperti yang 
terlihat pada Gambar IV.8.  
• Untuk pengaduan masyarakat yang berdomisili di daerah pinrang silahkan 
klik tombol, 
 
GambarIV.7. Tombol Formulir Pengaduan Masyarakat Pinrang 
• Sedangkan bagi masyarakat yang berdomisili di luar daerah Pinrang silahkan 
klik tombol 
 
 
 
Gambar IV.8. Tombol Formulir Pengaduan Non Masyarakat Pinrang 
 
 Setelah memilih salah satu pilihan aplikasi diatas, maka akan terbuka jendela 
sebagai berikut: 
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Gambar IV.9. Tampilan Formulir Pengaduan 
 
 Silahkan isikan Nomor Induk Kependudukan, Nama Lengkap (sesuai KTP), 
alamat lengkap (sesuai KTP), Nomor Telepon, email dan deskripsi 
pengaduan anda. 
 Setelah Selesai mengisi formulir pengaduan tersebut maka silahkan tekan 
tombol           . 
 Setelah tombol tersebut ditekan maka informasi atau pengaduan artunya 
sudah tersimpan dan akan diproses. 
 Khusus operator, Departemen, Pimpinan dan admin, dapat dapat 
memanfaatkan menu login untuk mengakses layanan-layanan khusus dari 
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http://pindu.pinrangkab.go.id/ dengan cara klik menu login maka akan 
terbuka jendela seperti gambar di bawah ini:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar IV.10. Tampilan textbox password Khusus operator, Departemen, 
Pimpinan dan admin. 
 Isikan textbox username sesuai dengan nama pengguna yang terdaftar 
pada http://pindu.pinrangkab.go.id kemudian pada textbox password dapat 
diisi dengan kata sandi sesuai dengan nama pengguna yang terdaftar. 
IV.2.4 Aspek-aspek Penerapan E-GovernmentPusat Pelayanan Informasi dan 
Pengaduan Kabupaten Pinrang. 
Dalam meninjauE-Government Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan 
Kabupaten Pinrang,  peneliti membedah penerapan E-Government menggunakan 
aspek-aspek penererapan yang dikemukakan oleh Rianto dan Tri Lestari yang 
terdiri dari Hardware, Software, data, informasi, Human Resources (SDM), Sikap 
Pelaksana, Komunikasi, dan Struktur Organisasi. Dalam mempermudah proses 
peninjauan penerapanE-Government Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan 
Kabupaten Pinrang peneliti mengklasifikasikan ulang aspek-aspek yang 
dikemukakan oleh Rianto dan Trio Lestari menjadi hanya tiga aspek, yakni 
Hadware dan Sofware, Data dan Informasi, serta SDM dan Sikap Pelaksana. 
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Ketiga aspek tersebut akan di analisis berdasarkan hasil wawancara dilapangan 
sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini : 
IV.2.4.1 Hardware dan Software (perangkat keras dan perangkat lunak) 
Penerapan teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa terlepas dengan 
kebutuhan sumber daya perangkat keras komputer (hardware). Sebuah aplikasi E-
Government ada kalanya cukup dengan sebuah atau beberapa komputer yang 
berdiri sendiri tanpa perlu tersambung dengan komputer lainnya, namun 
kecenderungan aplikasi lainnya membutuhkan sebuah jaringan LAN (Local Area 
Networking) yaitu jaringan menggunakan kabel, yang biasanya digunakan secara 
intern. Serta WAN (Wide Area Networking) yaitu jaringan tanpa kabel yag 
biasanya digunakan untuk berhubungan antar instansi. Atau bahkan jaringan 
global (internet). untuk jenis aplikasi yang terakhir ini biasanya membutuhkan 
banyak kompurter seperti database server, application server, proxy server, 
firewall server, email server, domain server,dan lain sebagainya. Beberapa fungsi 
server dapat  digabungkan, tergantung pada beban kerja. Untuk server yang 
memiliki beban kerja cukup berat sebaiknya disiapkan tersendiri. 
Sumber daya E-Government lainnya yang cukup penting adalah perangkat 
lunak komputer (Software). Di mana software dibagi menjadi dua macam yaitu 
software operasi dan software aplikasi. Software operasi merupakan software 
penerjemah daripada hardware, misalnya program linux, windows 98, windows 
2000, windows XP,dan sebagainya. Sedangkan software aplikasi merupakan 
program terapan, misalnya operating sistem,  database, office yang meliputi word, 
excel, notepad, power point,dan sebagainya. Pengaman perangkat lunak 
pendukung komunikasi (E-mail, SMS, teleconference / webcam). 
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Berikut adalah hasil wawancara dengan Kordinator Tim Teknis PINDU 
Kabupaten pinrang: 
“Sarana harusnya di siapkan untuk menjalankan e-governemnt di 
PINDU,yaitu internet dan Perangkat Komputer sudah pasti menjadi 
hal yang utama.Adapun perangkat komputer yang disediakan ada 4 
unit, masing-masing petugas disediakan Kemudian maintenance, 
aplikasi web pindu, aplikasi penunjang seperti mozila dan Microsoft 
word, perlu juga saluran telepon untuk sms gateway dan no antrian 
untuk pengunjung langsung.” 
(Hasil wawancara pada tanggal 12 januari 2016) 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh kasubag organisasi dan tata laksana selaku 
sekertaris di PINDU: 
“jika ingin mengunakan layanan pindu melaui website maka harus 
mempunyai perangkat pendukung (laptop/komputer/smart phone) 
tentunya  didukung dengan jaringan Internet… kalau layanan pindu 
sms center cukup dengan HP dan Pulsa, kalau datang langsung 
keruangan Cukup dengan membawa diri saja”. 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 08 januari 2016) 
 
Hal serupa juga diungkapkan oleh Operator : 
“sarana yg harus dilengkapi yaitu computer dan jaringan internet, 
aplikasi khusus disediakan dan diberikan akun untuk login agar dapat 
mengecek pengaduan yang masuk” 
(Hasil wawancara pada tanggal 19 januari 2016) 
 
Untuk lebih jelasnya berikut tampilan aplikasiE-Government di Pusat Pelayanan 
Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang  : 
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Gambar IV.11.Skema Aplikasi Di Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan 
 SMS Gateway: sebagai media untuk menghubungkan aplikasi dengan 
jaringan seluler (SMS) 
 Operating System/Aplikasi: Secara fisik  berupa Komputer Server yang di 
dalamnya akan berfungsi sebagai tempat menyimpan aplikasi yang nanti akan 
digunakan oleh operator. Selain itu digunakan pula sebagai media untuk 
menyimpan data hasil entry operator berupa database. 
 User / Pengguna : Sumber daya manusia yang akan memberikan dan / 
atau mengolah  data informasi / pengaduan pada aplikasi melalui komputer 
yang telah terhubung ke Internet. User terdiri atas beberapa tingkatan yaitu 
admin, operator, pimpinan, departemen dan masyarakat. 
 Report/Laporan: Output yang dihasilkan dari data yang telah masuk 
dalam sistem. 
Hal tersebut diatas didukung oleh hasil pengamatan peneliti, yakni ada 4 
perangkat Komputer yang disediakan, telepon/hp, serta wifi yang menjadi 
penunjang penerapan E-Government di PINDU. Aplikasi PINDU adalah 
aplikasi berbasis web yang memberikan kemudahan dalam implementasi 
87 
 
sistem penanganan pengaduan Pemerintah Kabupaten Pinrang.Aplikasi 
PINDU berfungsi dalam pengelolaan informasi, pertanyaan, saran/usul dan 
pengaduan masyarakat kabupaten pinrang baik melalui saluran Telp, SMS, 
FAX, Email maupun melalui Website. 
Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan open source software meliputi 
LAMP ( Apache, MySQL dan PHP), Codeigniter PHP Framework dll.Aplikasi ini 
juga melibatkan teknologi SMS Gateway yang diintegrasikan dengan 
sistemKebutuhan minimal untuk menggunakan aplikasi ini adalahPC/ 
Notebook/Netbook/HP dengan dukungan LAN atau WLAN ( wifi) yang 
terkoneksi ke jaringan internet yang dapat diakses oleh masyarakat dan 
terkoneksi langsung dengan jajaran SKPD se-kabupaten Pinrang.Dapat 
diakses menggunakan software penjelajah internet (browser) seperti Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Internet Explore dan lain-lain, serta diperlukan pula 
software Microsoft Word, untuk menyimpan laporan. 
IV.2.4.2.Data dan Informasi 
Komponen sumber daya berikutnya adalah data dan informasi. Sumber 
daya ini sering kali kurang mendapatkan perhatian oleh implementor E-
Government. padahal kesediaan data masukan, baik dalam bentuk lembaran 
kertas maupun dalam bentuk digital (database) menjadi bahan utama proses 
E-Government guna mendukung tujuan penyebarluasan informasi.Berikut 
adalah hasil wawancara dengan Kordinator Tim Teknis PINDU Kabupaten 
pinrang: 
“Kami menyimpan Data dan informasi menggunakan bank data, ada 
banyak data dan informasi yang kami simpan. Tapi hanya agenda yg 
dicantumkan pada web pindu serta web masing-masing skpd juga 
dicantumkan, masyarakat selama ini meminta data dan informasi 
yang berbentuk angka.” 
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(Hasil wawancara pada tanggal 12 januari 2016) 
Hal serupa disampaikan oleh Pegawai Pengelola Informasi di PINDU: 
“informasi yang disediakan di web yaitu ada agenda harian, dan profil 
web SKPD kab.pinrang. semua data dan informasi kita sediakan 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun data atau informasi 
yang kadang tidak di sediakan maka akan berkordinasi dengan SKPD 
terkait karena SKPD terkait juga mempunyai hak untuk tidak 
memberikan data atau informasi apabila menyangkut kerahasiaan 
SKPD terkait. Jenis data dan informasi yang sering dibutuhkan itu 
adalah pinrang dalam angka contohnya jumlah penduduk, informasi 
orang hilang atau informasi orang yang meninggal di luar daerah 
pinrang”. 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 08 januari 2016) 
 
Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam melaksanakan proses 
pengaduan informasi, pengelola PINDU menggunkan Bank Data dalam 
menyimpan serta mengelola informasinya. Bank data ialah tempat penyimpanan 
data dikomputer yang dikelola oleh petugas PINDU.Informasi-informasi yang ada 
dalam Bank Data PINDU terdiri dari data-data umum seluruh SKPD yang meliputi 
profil setiap SKPD, tugas pokok dan fungsi SKPD, serta data-data umum lainnya.  
Dalam penyebarluasan informasi pengelola PINDU hanya menyebarluaskan 
informasi seputar agenda pemerintah Kabupaten Pinrang¸ hal ini dikarenakan 
tidak semua data dapat disebarluaskan oleh PINDU. Telah diatur dalam SOP 
masing-masing SKPD dan SOP PINDU bahwa penyebarluasan data informasi 
harus memiliki tujuan dalam penggunaaannya, maka dari itu diperlukan pengajuan 
yang jelas dari masyarakat untuk meminta data-data umum dari SKPD terkait. 
Adapun jumlah masyarakat yang telah melakukan layanan informasi kepada 
PINDU ialah sebanyak 41 layanan informasiHal ini dapat dilihat dari table berikut  
Tabel IV. 1. Rekap Media Pelayanan Informasi 2015 
Media Bulan Jumlah 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Kunjungan 
Langsung 
5 4 1  3 2 2 1 3  1  22 
TELPON 3 1 1   1 1 1 2 4 2  16 
SMS              
Website          1 1 1 3 
Total 8 5 2  3 3 3 2 5 5 4 1 41 
Sumber : Sekretariat PINDU 
 
Dari table diatas dapat diketahui bahwa masyarakat yang melakukan permohonan 
informasi melalui berbagai media yakni media telepon sebanyak 16, media 
website sebanyak 3, dan kunjungan langsung sebanyak 22. Namun pada media 
SMS selama tahun 2015 masyarakat tidak menggunakan layanan tersebut. Hal ini 
dikarenakan media layanan yang disediakan oleh PINDU sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat.  
IV.2.4.3 Human Resources (SDM) dan Sikap Pelaksana 
Ketersedian SDM yang dibutuhkan adalah para tenaga spesialis teknologi 
informasi dan komunikasi yang meliputi programme administrator jaringan, 
operator dan tenaga lainnya, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya harus 
cukup. Sikap respon itu biasanya bersifat subjektif, karena terkait dengan motivasi, 
kemuan atau niat. Kadang-kadang respon itu muncul dalam bentuk sikap proaktif 
tetapi ada pula yang bersifat resistensi. Ada tidaknya respon pelaksana ini dapat 
dilihat dari aktivitasnya. Apabila para pelaksana mengimplementasikan kebijakan 
E-Government secara konsisten maka respon positif. 
Berikut adalah hasil wawancara dengan Ketua selaku Tim Pengarah 
PINDU Kabupaten pinrang: 
“sebelumnya kami menyaring SDM dari berbagai SKPD dan yang 
dipilih merupakan orang-orang yang di anggap mampu dan memiliki 
komitmen dan kinerja yang baik. kinerja dan komitmen aparat dan 
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tanggung jawab aparatur atas layanan kepada masyarakat di PINDU 
kita tetap menerapkan sistem pelayanan prima, bagi petugas wajib 
senyum,sapa,salam, sopan, santun dan menjaga kerahasiaan 
identittas pengguna layanan pengaduan”. 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 06 januari 2016) 
Hal serupa disampaikan oleh Pegawai Pengelola Informasi di PINDU: 
“sebelum masuk kita dari tempat yang berbeda tetapi ada tahap 
pemilihan untuk menyaring beberapa orang lalu ada tes yang 
diberikan oleh kabag ortala, ada sekitar 20 org lebih yang tes dan 
yang terpilih adalah 4 orang memenuhi criteria. Setelah masuk di 
PINDU ada pelatihan yang diberikan kepada pegawai tentunya untuk 
menunjang dalam melaksanakan layanan informasi dan pengaduan 
agar dapat melayani masyarakat dengan baik dan masyarakat akan 
merasa nyaman khususnya bagi yang datang langsung”. 
(Hasil wawancara pada tanggal 08 januari 2016) 
 
Hal diatas dipertegas oleh salah satu masyarakat yang datang langsung di PINDU 
: 
“pegawainya sangat ramah, sopan dan saat masuk kita langsung di 
sapa. Lalu diarahkan oleh petugasnya.” 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 13 januari 2016) 
 
Namun jika dilihat dari latar belakang pandidikan dari petugas PINDU terdiri dari 
berbagai jurusan seperti pada table berikut : 
 
Tabel IV.2 nama, jabatan, dan pangkat petugas PINDU 
NO NAMA JABATAN PANGKAT 
1. Asrul B. Panrita, S.Stp Koordinator Tim Teknis Penata Muda 
2. Astiasari, SH Pengelola Pengaduan Penata Muda 
3. Hartsiaty Najib Pengelola Informasi Penata Muda 
4. Jumiati Pengelola Informasi Penata Muda 
Sumber : Sekretariat PINDU 
Hal ini diungkapkan oleh Pengelola Pengaduan PINDU Kabupaten pinrang: 
“masalah latar belakang sdm kami ini belajar otodidak karena seperti 
saya ini kan dari sarjana hukum dan yang menguasai aplikasi itu kan 
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adalah lulusan informatika, namun kami bekerja secara professional 
dan kami disini dilatih untuk menjadi orang yang sabar, ramah, agar 
tidak terbawa emosi terhadap masyarakat yang datang mengadu”. 
(Hasil wawancara pada tanggal 08 Januari 2016) 
berdasarkan hasil wawancara diatas dilihat dari Sumber daya Manusia yang 
disiapkan tidak sesuai latar belakang pendidikan yang seharusnya SDM yang ahli 
dibidang informatika, namun terlepas dari latar belakang pendidikan SDM yang 
disediakan pengelola PINDU merupakan orang-orang yang terpilih dan memenuhi 
criteria serta dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Setiap operator 
pun dibekali dan diberikan pelatihan agar dapat mengaplikasikan web PINDU. 
IV.2.4.4 Komunikasi 
Kebijakan E-Government adalah kewenangan pemerintah pusat. Tetapi 
dalam implementasinya tersebar di seluruh komponen lembaga pemerintah 
termasuk institusi-institusi di daerah. Antara pemerintah pusat dengan birokrasi di 
daerah sebagai pelaksana tentunya harus mempunyai persepsi yang 
sama.Pemerintah pusat atau lembaga implementor utama di daerah berkewajiban 
mengalirkan berbagai informasi berkaitan dengan kebijakan E-Government. 
Proses komunikasi yang dilakukan oleh PINDU dengan institusi pemerintah 
daerah kabupaten pinrang lainnya dapat dilihat dari komunikasi antara PINDU 
dengan masing-masing operator PINDU SKPD terkait. Adapun pengaduan yang 
masuk ke PINDU diolah oleh pengelola PINDU untuk kemudian di kanal ke SKPD 
yang berwenang memberikan tanggapan pengaduan terhadap masyarakat. 
Berikut rincian pengaduan masyarakat ke berbagai SKPD : 
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Tabel IV.3 Rekap Pengaduan berbagai SKPD 
NO SKPD  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
JUMLAH 
PENGADUAN 
1 KPK 6 4 4 2 1 3 2   3 6 4 2 37 
2 BLH 2 2           2 2   2 3 13 
3 BP2TPM 1 1 1         1 2 1 2 3 12 
4 PU 1 1 1 1 1   1   1 3 1 1 12 
5 PERINDAGEM 1 1             2 3 3 1 11 
6 INFOKOM 5 2       2 1           10 
7 SATPOL PP 1   1       2     1 1 1 7 
8 BKD   2 2   1 1       1     7 
9 SETDA   1 3   1       1 1     7 
10 PALETEANG   1     2       2   1 1 7 
11 DIKPORA     1   1 1     1 2     6 
12 PSDA 2         1   1   1     5 
13 DISBUDPAR 1 3                     4 
15 DINKES   2 2                   4 
16 PINDU     1         1     1 1 4 
17 W. SAWITTO                 1 1 1 1 4 
18 DISTANAK 1     1           1     3 
19 DISDUK-CAPIL 1                     2 3 
20 PPKAD   1 2                   3 
21 Sek DPRD             2           2 
22 BPMD         2               2 
23 LANRISANG               1 1       2 
24 LEMBANG         2               2 
25 DISNAKERTRANS 1                       1 
26 ARSIP   1                     1 
27 CEMPA         1               1 
28 Mattiro Sompe                 1       1 
TOTAL 23 22 18 4 12 8 8 6 17 21 16 16 171 
Sumber : Sekretariat PINDU 
Ket : 
 KPK : Kebersihan, Penanaman dan Kebakaran 
 BLH : Badan Lingkungan Hidup 
 BP2TPM :Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 
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 PU : Pekerjaan Umum 
 PERINDAGEM : Perindag, Energi Dan Mineral 
 INFOKOM : Perhubungan, Informasi, Dan Komunikasi 
 SATPOL PP : Satuan Polisi Pamom Praja 
 BKD : Badan Kepegawaian Daerah 
 SETDA : SEKRETARIAT DAERAH 
 PALETEANG : Kecamatan Paleteang 
 DIKPORA : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 
 PSDA : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 
 DISBUDPAR : Dinas Sosial, Kebudayaan Dan Pariwisata 
 DINKES : Dinas Kesehatan 
 PINDU : Pusat Pelayanan Informasi Dan Pengaduan 
 W.SAWITTO : Kecamatan Watang Sawitto 
 DISTANAK : Dinas Pertanian Dan Peternakan 
 DISDUK-CAPIL : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 
 PPKAD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 
 SEK DPRD : SEKRETARIAT DPRD 
 BPMD : Badan Pelayanan Masyarakat Dan Pemerintah Desa 
 LANRISANG : Kecamatan LANRISANG 
 DISNAKERTRANS : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 
 ARSIP : Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi 
 CEMPA : Kecamatan CEMPA 
 Mattiro Sompe : Kecamatan Mattiro Sompe 
Dari table diatas diketahui bahwa SKPD yang sering mendapatkan pengaduan 
ialah dinas KPK. Pengaduan sering dilakukan oleh masyarakat ialah terkait 
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masalah kebersihan lingkungan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan 
operator SKPD terkait : 
“kami sering mendapatkan pengaduan yang biasanya mengenai 
kebersihan lingkungan seperti sampah yang katanya banyak yang 
berserakan di sekitar pemukiman masyarakat”. 
 
Lanjut beliau mengungkapkan Bahwa : 
“apabila ada pengaduan yang masuk maka pengaduan tersebut 
akan diproses kedalam masing-masing bidang terkait lalu dilaporkan 
ke pimpinan setelah itu maka akan di jawab oleh operator SKPD” 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 20 Januari 2016) 
 
Proses komunikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk perintah, arahan dan 
penjelasan melalui forum rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, pelatihan atau 
bentuk pertemuan lainnya. Tujuannya adalah membangun perspektif yang sama 
antara pembuat kebijakan dengan pelaksanaannya. Proses komunikasi dapat 
dikatakan berhasil mana kala para pelaksana memiliki tingkat pengetahuan dan 
pemahaman bidang E-Government. Hal ini disampaikan Operator PINDU di 
SKPD: 
“Ada pelatihan khusus yang diberikan dan semua operator setiap 
SKPD dibekali dalam menggunakan aplikasi di PINDU dan itu 
diadakan oleh pengelola PINDU sendiri”. 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 13 januari 2016) 
 
Hal lainnya disampaikan sekertaris PINDU: 
“Saluran komunikasi yang kita lakukan banyak kegiatan untuk 
memperkenalkan PINDU ke masyarakat seperti menampilkan berita-
berita di website PINDU dan juga kita lakukan sosialisasi dengan 
memasang banner di tempat-tempat strategis kyk di depan mesjid 
AL-Munawwir , kita juga mencetak stikerdan brosur, terakhir kemarin 
kita pasang iklan di radio serta hadir di pameran-pameran 
pembangunan”. 
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(Hasil wawancara pada tanggal 12 januari 2016) 
 
 
Hal serupa disampaikan oleh  tokoh masyarakat yang berdomisili di daerah sekitar 
secretariat PINDU : 
“PINDU ini sudah diketahui karena adanya baliho besar yang tercetak 
di depan mesjid Agung AL-Munawwir, depan pasar dan di depan 
GOR. Pemerintah Kab. Pinrang telah melaksanakan sosialisasi 
PINDU di beberapa Kecamatan dan di radio”. 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 28 januari 2016) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa. Saluran 
komunikasi yang digunakan cukup memadai dan komunikasi yang dilakukan yaitu 
berkordinasi dengan setiap SKPD terkait dalam mananggapi pengaduan yang 
masuk. Pengelola PINDU juga tetap berkordinasi terhadap pimpinan dalam hal ini 
laporan setiap minggunya akan masuk kepada  bupati dan wakil bupati. Bukan 
hanya itu PINDU senantiasa melakukan sosialisasi meskipun masih kurang 
maksimal. 
IV.2.5 Faktor-Faktor Penghambat  Penerapan E-Government Pusat Pelayanan 
Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang. 
 Adapun Faktor-faktor penghambat dalam penerapan E-Government di 
Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang sebagai berikut : 
1. Jaringan Internet 
Dalam penerapan E-Government jaringan internet merupakan salah satu unsur 
penting. Internet adalah jaringan computer yang menghubungkan computer 
diseluruh dunia tanpa batas dengan koneksi ke penyedia layanan internet 
seperti Telkom Speedy, atau Indosatnet. 
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Berikut adalah hasil wawancara dengan Kordinator Tim Teknis PINDU 
Kabupaten pinrang: 
“kendala kami masalah jaringan karena ketika itu rusak maka kami 
tidak bisa berbuat apa-apa, karena kami saat ini masih menggunakan 
wifi yang terbatas”. 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 12 Januari 2016) 
 
Hal serupa diungkapkan oleh operator SKPD terkait : 
“biasanya aplikasi kadang non aktif karena jaringannya yang kadang 
mati sehingga menghalangi kita dalam memproses pengaduan yang 
masuk”. 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 20 Januari 2016) 
 
Hal ini dipertegas pula oleh masyarakat yang datang langsung : 
“saya lebih memilih datang langsung ke PINDU karena biasanya 
jaringan yang tidak bagus”. 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 12 Januari 2016) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa jaringan internet 
kurang mendukung dalam penerapan E-Government yang mengakibatkan proses 
pelayanan informasi dan pengaduan menjadi terhambat terutama pada media 
website ataupun email. 
2. Sosialisasi 
Proses sosialisasi tercipta berasal dari interaksi sosial, dan interaksi sosial 
tercipta dari komunikasi yang berjalan lancar agar dapat menciptakan 
sosialisasi yang maksimal. Proses komunikasi mendukung dan menjadi faktor 
utama terjadinya suatu sosialisasi di dalam masyarakat. Karena tanpa adanya 
komunikasi proses sosialisasi di dalam masyarakat tidak akan berlangsung 
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ataupun tercipta secara baik. Berikut adalah hasil wawancara dengan Pembina 
PINDU Kabupaten pinrang: 
“untuk saat ini kami perlu meningkatkan lagi sosialisasi, agar 
kehadiran PINDU ini diketahui oleh masyarakat secara merata”. 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 26 Januari 2016) 
 
Hal serupa juga diungkapkan LSM KOPEMDA (Komunitas Pemerhati 
Pembangunan Daerah) Kab. Pinrang :  
“sosialisasi yang masih perlu ditingkatkan dan kepedulian masyarakat 
terhadap program pemerintah apalagi terkait dengan pelayanan 
terhadap masyarakat”. 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 18 Januari 2016) 
 
Hal senada diungkapkan oleh salah satu Kepala Desa : 
“sebenarnya PINDU ini sudah diketahui namun untuk sosialisasi ke 
masyarakat langsung masih belum pernah dilakukan sehingga 
masyarakat masih belum terlalu mengerti tentang adanya PINDU”. 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 13 Januari 2016) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang 
dilakukan dengan masyarakat masih belum maksimal pada program PINDU ini. 
Sehingga masih terdapat masyarakat belum mengetahui mekanisme dan alur 
kerja PINDU, serta masih belum mengetahui keberadaan PINDU. 
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BAB V 
PENUTUP 
V.1 Kesimpulan  
Dari beberapa pembahasan dan serangkaian hasil analisis yang telah penulis 
lakukan di Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang  
diperoleh kesimpulan sebagai berikut :  
1. Bahwa penerapan E-Government di Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan 
Kabupaten Pinrang  di ukur dengan aspek-aspek dalam mewujudkan E-
Government dengan menggunakan indikator dari Rianto dan Tri Lestari Yaitu : 
Hardware, Software, Data dan Informasi, Human Resources (SDM), Sikap 
Pelaksana, dan Komunikasi. Hal ini terbukti dengan terpenuhinya indikator 
tersebut di atas, saat ini pelayanan yang diberikan oleh aparat Pusat 
Pelayanan informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang sudah cukup baik 
dengan diterapkannya E-Government ini. Penerapan E-Government di Pusat 
Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang lebih mudah di akses 
oleh masyarakat sehingga menghemat waktu dan biaya jika dibandingkan 
dengan manual. Masyarakat yang mendapatkan pelayanan cukup puas 
dengan penerapan program ini.  
2. Bahwa dalam mewujudkan penerapan E-Government di Pusat Pelayanan 
Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang terdapat beberapa faktor 
penghambat yaitu jaringan internet dan sosialisasi. Jaringan internet 
merupakan salah satu unsure terpenting dalam menjalankan E-Government 
namun, sejauh ini jaringan internet yang ada masih kurang bagus jadi website 
PINDU kadang non aktif sehingga pengaduan yang masuk melalui website 
tidak dapat diproses.. Serta faktor yang menghambat lainnya yaitu tahap 
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sosialisasi yang masih belum maksimal dalam penyampaian informasi tentang 
hadirnya PINDU ini.  
V.2 Saran  
1.  Sehubungan dengan faktor yang menghambat penerapan E-Government di 
Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang yaitu faktor 
jaringan internet, maka perlu membangun kemitraan dengan provider.  
2. Dalam hal ini diharapkan kepada pengelola PINDU untuk meningkatkan 
sosialisasi kepada masyarakat  agar kehadiran PINDU dapat diketahui dan 
menyebar secara merata dikalangan masyarakat Kabupaten Pinrang. 
Sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa PINDU mempunyai layanan 
berbasis IT jadi masyarakat akan dapat mengakses PINDU ini dimana pun dan 
kapan pun.   
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